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KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pendapatan Daerah adalah
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan
pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021.
Renstra ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dirumuskan dalam
kebijakan program dan kegiatan operasional dalam hal Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap aparatur
Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penerimaan daerah dalam
penyatuan persepsi capaian kinerja 5 tahun kedepan.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. ARIEF FADILLAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650713 199402 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka tugas-tugas penyelenggaraan
kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dapat
mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan. Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu secara terus menerus
mengupayakan peningkatan penerimaan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Untuk keberhasilan dan tercapainya peningkatan tersebut harus disusun dalam
tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga nantinya akan
meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan
manfaat. '

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah telah menerbitkan Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya
pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan
menyusun suatu perencanaan strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sistem
akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima dimana salah satu
instrumennya adalah perencanaan strategis. Dengan perencanaan strategis yang
dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai diharapkan tantangan perubahan dari

lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat disikapi dengan arif dan bijaksana.

e ]
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Pengertian Renstra

Perubahan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
merupakan serangkaian rencana program, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat
secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk
diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi
organisasi. Perumusan perubahan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang
merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling kualitatif sampai dengan
yang kuantitatif, yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai suatu tujuan
bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

Perubahan rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara
keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam
tatanan sistem manajemen nasional.

Perubahan Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian
target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan

tersusunnya Perubahan Renstra, maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.
Fungsi Renstra

Perubahan Renstra berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang
semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana suatu instansi
pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan
secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten
dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang
berorientasi kepada pencapaian hasil.

Adapun manfaat Renstra, yaitu :

Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana Perubahan Perencanaan strategis akan
menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara
objektif.

3. Perubahan rencana strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan
komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang (berorientasi pada
masa depan).

4. Perubahan rencana strategis yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang

dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
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5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola
pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat.

6.  Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja
sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan
organisasi.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
secara organisatoris telah merumuskan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk
lima tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 yang sangat relevan dengan upaya
pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan

manajemen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik serta sebagai pedoman
dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh
dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya
dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu maupun RTRW Kabupaten Indragiri Hulu, serta keberadaannya
akan dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan
Perubahan Renstra OPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode
perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Indragiri Hulu. Keberadaan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu tersebut
selanjutnya dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.
Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama di dalam dokumen
perencanaan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama
tidak berubah, yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam
rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan
efektifitas termasuk di bidang pendapatan daerah.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan
setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan
Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja OPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 dilahirkan, dinas hanya fokus pada perubahan perencanaan strategis

(Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU .




1.2.

diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja OPD. Sedangkan kaitannya dengan
sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Kabupaten Indragiri Hulu kedalam RKPD Kabupaten
Indragiri Hulu untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri
Hulu. Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada
Renja OPD.

Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu
pada Perubahan Renstra Kementerian dan Perubahan Renstra Propinsi sehingga
program Nasional dan Program Provinsi dapat diakomodir dalam Perubahan Renstra

OPD. Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan
terhubung dengan RAPBN dan RAPBD Provinsi.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan
pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab
pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 4




tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daearah Tahun 2016-2021;
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13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun
2011-2015;

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun
2016-2021;

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

i

Maksud

Maksud dibuatnya Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021, maka penyusunan Renstra
OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu senantiasa
memperhatikan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan
pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran
strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan
mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun
ke depan. Dengan demikian maka Perubahan Renstra OPD menjadi pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan 2016-2021 OPD Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima

tahunan ini memuat gambaran pelayanan OPD, Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan serta Rencana Program

dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang perlu

dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kesemua komponen tersebut

dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh
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komponen stakeholders Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Renstra
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
I.  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3.  Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Il.  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2.2. Sumber Daya OPD
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
lll.  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi OPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan Kebijakan
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

6.2. Program, Kegiatan Lintas OPD, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan
Indikatif

6.3. Program, Kegiatan Wilayah, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan
Indikatif

6.4. Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD
Vil. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
VIIl. PENUTUP

S S S e
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BAB i
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa
Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, Badan
Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
Sebagai unsur pelaksana otonomi di bidang Pendapatan Daerah, maka didasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penbentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Pendapatan Daerah
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

2.1.2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain :

T Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;

2 Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

4 Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang Dimiliki
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kepala Badan;
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Sekretaris;

Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
Bidang Penerimaan;

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan ;
Bidang Pengembangan dan Evaluasi;

Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelakasan Teknis (UPT).

® N o U s W N

Dari struktur organisasi tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang menyelenggarakan urusan
penyusunan program, umum dan keuangan Badan.

Sekretariat terdiri dari :
a. Sub. Bagian Program;
b.  Sub. Bagian Umum;

c.  Sub. Bagian Keuangan.

Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pendapatan Daerah di bidang
pendaftaran, penilaian dan penetapan, yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
b.  Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
c. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data.

Bidang Penerimaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Badan Pendapatan Daerah di Bidang Penerimaan terdiri dari :
a. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer;
b.  Sub Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB;
c. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Lainnya.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penagihan,
keberatan dan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas terdiri dari Sub Bidang:
a. Sub Bidang Penagihan;

b. Sub Bidang Keberatan Dan Banding;
c. Sub Bidang Pemeriksaan.

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
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Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan evaluasi
terdiri dari Sub Bidang :

a. Sub Bidang Intensifikasi;
b.  Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
€.  Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Unit Pelaksanaan Teknis merupakan pelaksana teknis yang membantu
kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah
dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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LAMPIRAN XI

: BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPALA BADAN

H. ARIEF FADILLAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650713 199402 1 001

SEKRETARIS

Ir. SYAFRIDAWATI

Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 19641231 199203 2 035

[

KELOMPOK SUBBAGIAN SUBBAGIAN
JABATAN UMUM PROGRAM SUBBAGIAN
FUNGSIONAL KEUANGAN
MUHAMMAD SOBRL S.Kom RIKI MARINUS, AMK FEHEREN, SE
Penata (111/c) Penata (IIl/c) Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19800209 200904 1 005 NIP. 19810601 200312 1 002 NIP. 19661219 198903 1 003
| | | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAFTARAN, PENILAIAN PENERIMAAN PENAGIHAN,KEBERATAN PENGEMBANGAN DAN
DAN PENETAPAN DAN PEMERIKSAAN EVALUASI
VENISA DWIPA
H. SUYONO, SE SARL S.Psi, M.Psi, Psi YASMA G SE Ir. RAMLI
Penata Tk. I (I1I/d) Penata Tk,I (I11/d) Pembina (IV/a) Pembina / (IV/a)
NIP. 19710625 199703 1 003 NIP. 19840108 200604 2 005 NIP. 19631230 198503 1 009 NIP. 19640202 199303 1 008
il :Fuxakan e SUBBID SUBBID SUBBID
PENERIMAAN DANA
SeNOAT AND PENAGIHAN INTENSIFIKASI
ERLIFENDL S.Sos WIENDA MAIKEL Hi. ARMAYANTL S.Sos RAJA AFRIANTONL S.Ag, M.Si
Penata Tk. I (11/d) EAP‘S—T—'-SI}%E Penata Tk. I (111/d) Penata Tk.I (I11/d)
NIP. 19831008 200904 1 002 enata (IIl/c) NIP. 19760403 200604 1 008

KASUBBID
PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

PURMIDL S.PKP
Penata Tk. I (111/d)
NIP. 19680410 199403 1 001

SUBBID PENETAPAN DAN
PENGELOLAAN DATA

M. TAHIR, S.Sos
Penata Tk. I (1II/d)

NIP. 19620616 198603 1 008

NIP. 19810505 200604 2 013

NIP. 19710516 199303 2 006

SUBBID
PENERIMAAN PBB DAN
BPHTB

MARVYATL SE
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19780405 200701 2 004

SUBBID
KEBERATAN DAN
BANDING

YUNI RACHIM, SH, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720611 200112 1 003

SUBBID PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
LAINNYA

DWI YUNIARTY AMURWANL, S.Pt
Penata (I1l/c)

NIP. 19780622 200801 2 013

SUBBID KAJIAN DAN
PENGEMBANGAN

MUHAMMAD ARIFIN, ST. M.Si
Penata (I1l/c)
NIP. 19831008 200904 1 002

SUBBID PEMERIKSAAN

KOSMAS SARAGIH, ST, M.Si
Penata (IIl/c)
NIP. 19740109 200501 1 006

SUBBID EVALUASI DAN
PELAPORAN

IAN RIZAL. SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690105 200112 1 002

UPT
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2.2. Sumber Daya OPD

Sumber daya Manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 104 orang yang terdiri dari :

- Jumlah PNS
- Jumlah CPNS
- Jumlah Pegawai Honor

66 Orang
- Orang
38 Orang

Dari 66 Orang yang berstatus PNS tersebut jika dirinci berdasarkan

Pendidikan, terdiri dari :

- S3

- S2

- 51

- D1s/dD3

- SLTA

- SLTP

- SD

Dan dari 66 orang

- Eselon |

- Eselonll

- Eselon Il
- EselonlVv
- Staf

- Fungsional

- Orang
7 Orang
: 44 Orang
1 Orang
12 Orang
2 Orang
- Orang

yang berstatus PNS
berdasarkan Jabatan, terdiri dari :

Orang
1 Orang
5 Orang
28 Orang
32 Orang
- Orang

tersebut jika dirinci

Dan jika dirinci berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- Golongan IV
- Golongan Il
- Golongan Il
- Golongan |

: 4 Orang

52 Orang
10 Orang
- Orang
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Setiap daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan tersebut,
Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk
pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil
penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki
peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) khususnya bagi daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagian
besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal,
dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup
seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian
peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak
diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan
otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar
dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan
retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan
memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan
basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak daerah dilakukan
dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat
dan menambah jenis pajak baru. Oleh karena itu, pengenaan Pajak dan
Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas
penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-
impor tidak dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi.

Struktur Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima)
tahun terakhir masih mengandalkan sumber pendapatan dari Dana
Perimbangan. Pada tahun 2015 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu sebesar Rp. 1.338,87 trilyun, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp.
961,36 milyar atau 71,80% bersumber dari Dana Perimbangan.

Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu cukup besar,

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HuUlu




sedangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah peranannya
masih rendah, yaitu sebesar Rp. 125,14 milyar atau 8,96%. Peranan
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah terus
ditingkatkan. Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
diprediksi sebesar Rp. 1.429,30 trilyun, dimana dari jumlah tersebut peran
Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.013,27 trilyun atau 70,89% dan peranan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun menjadi Rp. 118,68 milyar atau
8,3% dikarenakan adanya perubahan regulasi antara lain dihapuskannya
penerimaan Retribusi Izin Gangguan serta dianulirnya Perda Retribusi Jasa
Umum terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sedangkan
Pendapatan Lain-lain yang Sah pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 297,34
milyar atau 20,8%.

e e NN
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Dari proporsinya, pada tahun 2016-2021 Dana Perimbangan masih
memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah. Dari
Tabel ini dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2021, proporsi
pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar 70,89
persen, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 20,8 persen dan PAD
sebesar 8,3 persen.

Lebih lanjut dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Daerah yang
konsisten memberikan proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap total
Pendapatan Daerah dengan kecenderungan meningkat adalah komponen
Pendapatan Asli Daerah, sementara itu proporsi realisasi Pendapatan
Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dari komponen Dana
Perimbangan cenderung menurun.

Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021
Kabupaten Indragiri Hulu

Proporsi (%)
NO URAIJAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
4.1 Pendapatan Asli Daerah 7.10 10.87 7.86 7.90 8.07 8.30
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah 1.77 2.12 235 2.38 242 247
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah 0.70 0.31 0.28 0.31 0.31 0.32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
413 | e Dipisablan 0.09 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13
4.1. in-la ;
14 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 455 8.33 5.12 5.10 5.20 5.38
yang Sah
4.2 Dana Perimbangan 75.22 71.63 70.89 71.10 71.03 70.89
42.1 3:;;1335 TRt teay 18.59 15.19 10.64 10.41 10.14 9.86
422 | Dana Alokasi Umum 45.22 4291 46.12 46.60 46.91 47.17
42.3 | Dana Alokasi Khusus 11.42 1353 14.14 14.09 13.99 13.87
4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 17.68 17.50 21.24 21.00 20.90 20.80
43,1 | Pendapatan Hibah 0.00 0.06 4.53 4.26 423 4.19
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
| [l Pt 6.21 577 518 524 5.26 529
434 | DanaPenyesuzian Dan Otonomi 7.81 9.43 10.02 9.98 9.91 9.83
Khusus
435 | Bantuau Keuangan Dari 3.66 224 152 1.52 150 1.49
Propinsi/Pemda lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 100 100 100 100 100 100
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2011, 2012,
2013,2014 dan 2015,2016,2017 diolah
Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk
meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang
lebih  besar perlu terus dilakukan. Penerapan kebijakan
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli
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Daerah perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar
mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah. Jika
dicermati lebih lanjut dari proporsi realisasi komponen
pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah secara persisten menunjukkan peningkatan. Semakin
meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah
menunjukkan bahwa kemampuan daerah menuju kemandirian

pembiayaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah
semakin membaik.

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)

KETERANGAN Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN DAERAH 3,67
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,39
e Pajak Daerah 11,72
e  Refribusi Daerah 7,39
e Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,61
e Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,22
2.  DANA PERIMBANGAN 295
e Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 4,79
e Dana Alokasi Umum 6,16
e Dana Alokasi Khusus -10,19
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4,72
e Pendapatan Hibah
e Dana Darurat
e Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 10,35
e Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00
e  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri
Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 8,39%, diperkirakan pada masa
mendatang masih potensial untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat belum
seluruh potensi pajak dan retribusi daerah dikelola secara maksimal. Oleh
karena itu, upaya Pemerintah Daerah kedepan dalam melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan

Daerah.

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU




Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : (1) menggali sumber
pendapatan baru secara wajar dan tertib serta tidak bertentangan dengan
kepentingan/ kebijakan pemerintah pusat; (2) menciptakan suatu kondisi
masyarakat yang sadar dan taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai
Wajib Pajak/ Retribusi Daerah dengan cara mengadakan penyuluhan dan
sosialisasi. Disamping itu, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah juga
dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber
Penerimaan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan SDM
atau aparatur, sarana dan prasarana serta faktor-faktor lainnya dari dalam
(internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi. Dengan adanya faktor-
faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan, maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat
menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada
sehingga kelemahan-kelemahan, kendala-kendala dan ancaman-ancaman
yang dihadapi dapat teratasi.

Jika dilihat dari capaian indikator kinerja utama, maka dapat dilihat
perbandingan antara tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

S S e
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Tantangan

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri
Hulu tahun 2016-2021 diarahkan untuk mobilisasi sumber-sumber PAD
dan sumber penerimaan lainnya. Hal ini mengingat peranan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu semakin strategis
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh
karenanya diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk
perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan
kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling
teknis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan
yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama
yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang dituangkan dalam bentuk
Perubahan Rencana Strategis, yang diharapkan makin meningkatkan
efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsi di bidang penerimaan
pendapatan daerah. Kondisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu yang diharapkan adalah yang mampu menggali atau
memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah
yang belum tergali, sehingga mampu memaksimalkan penerimaan
pendapatan daerah sebanding dengan makin besarnya kegiatan
pembangunan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih
merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian
pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan
maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama
dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan
ke dalam tiga komponen, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Dana perimbangan;

3. Lain-lain Penerimaan yang sah.

e e e S s
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Formulasi kebijakan dalam pada tahun 2016-2021 diarahkan
untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang
difokuskan pada upaya untuk mobilisasi Pendapatan Asli Daerah.
Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-
2021 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dimana perkiraan
kenaikannya didasarkan atas komposisi realisasi dan pertumbuhan
daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021.

Agar PAD dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk lima tahun kedepan,
maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD,
yaitu melalui langkah-langkah kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip (1) tidak memberatkan
masyarakat, dan pengusaha terutama usaha kecil menengah, (2)
tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam dan (3) penerapan
tarif progresif dan proporsional. Aparatur Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu juga harus memiliki personal mastery
(keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan
positif, kemampuan membangun visi bersama (building shared
vision) serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan
mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan di
lingkungan strategis yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, hal-hal yang
merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, yang dirasakan sangat
perlu dilaksanakan, agar Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri
Hulu ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektif dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan
daerah, sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/ Wajib

Pajak secara kontinue baik melalui media masa, Diskusi
Panel, siminar atau simposium tentang arti
pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam
melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan
Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan

Daerah yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib
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pajak yang belum taat pajak (dengan penegakan sanksi
hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD
dan instansi-instansi penegak hukum.

3. Memperbaiki SOP dan tata kerja pemungutan PAD.

4. Meningkatkan  kemampuan  profesionalisme  SDM
aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata, menghitung
potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base
potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman
dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya
meningkatkan target penerimaan daerah. Baik itu
melalui kajian/ studi bekerjasama dengan institusi/
lembaga kajian.

5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi
Management (SIM) di bidang pendapatan dengan
memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.

6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan
Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan
peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam
pembayaran pajak dan retribusi daerah.

7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme  SDM
aparatur (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM)
dengan Diklat di dalam provinsi dan di luar provinsi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu didalam

melaksanaan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka
pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan
tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut
(fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan
menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang
dapat dipercaya/ akurat dan dapat dijadikan pedoman
dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya
meningkatkan penerimaan daerah.

2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan Sisdur Pemungutan

Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme

e SRSt
RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU




pemungatan yang berpedoman kepada sistem manajemen
pengelolaan Pendapatan Daerah.

Perlu melakukan optimalisasi Penenerimaan Daerah,
bekerjasama dengan pihak ketiga, secara kontinue guna
peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan
daerah.

Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Kabupaten Indragiri Hulu sebagai langkah awal
pelaksanaan penyidikan hukum kepada wajib pajak dan
wajib retribusi yang tidak taat.

Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (Law
Enforcement) baik dalam hal disiplin administrasi dan
kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan
pembayaran/ penyetoran.

2.4.2. Peluang

Tantangan sebagaimana dimaksud pada penjelasan

diatas akan mungkin dicapai dengan peran aktif semua

komponen Badan Pendapatan Daerah dengan memanfaatkan

secara optimal sumberdaya yang ada. Kondisi ini didukung

dengan adanya peluang, antara lain :

i |8

Era pasar bebas Asia Tenggara dan China atau Asean China
Free Trade Area (ACFTA), masuknya modal dan investasi
swasta dari dalam dan luar negeri.

Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga
tingginya mobilitas orang dan barang.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah.

Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami
peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat
kemajuan pembangunan.

Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.
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BAB lli
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa
tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan
peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat.
Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut, maka
peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan, mengingat
dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut
dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan
tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di
Kabupaten Indragiri Hulu tentu saja semakin besar pula potensi
sumber-sumber  pendapatannya, namun pada kenyataannya
pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlalu berdampak nyata
pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berarti tidak
optimalnya penerimaan pada sektor Pendapatan Asli Daerah tersebut.
Hal ini tentu saja menjadi masalah utama dari tujuan Badan
Pendapatan Daerah.

Adapun keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sangat dipengaruhi oleh lingkungan
strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success
factors). Untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktor penentu
keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa
jauh Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Dengan
mengetahui pengaruh internal dan eksternal organisasi, maka untuk
dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan
ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan
(strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk
kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang

menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman

- e ]
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(threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak
berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.
Faktor-faktor kunci keberhasilan meliputi lingkungan internal

dan eksternal organisasi yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi,
adalah :

Faktor Internal :
3.1.1  Kekuatan (Strength)
a. Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan
pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk
pelaksanaannya.
b. Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.

c. Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.

3.1.2 Kelemahan (Weakness)

a. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat
tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi
daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan
pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;

b. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum sesuai
dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku;

c. Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya

penggalian potensi penerimaan daerah.

Faktor Eksternal :
3.1.3 Peluang
a. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga
tingginya mobilitas orang dan barang;
b. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami
peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat
kemajuan pembangunan;

c. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.
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3.1.4 Ancaman

a. Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntasi,
Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga
penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Belum diterapkannya secara

Prosedur Penerimaan Daerah;

sempurna Sistem dan

C. Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar

rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi

Dana Perimbangan.

Tabel 3. Matriks Bobot Faktor Internal

No.

Faktor Intenal

Faktor yang lebih Urgen

Strength (Kekuatan)

Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan
pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk
peleksanaannya.
Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan
Daerah.

Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan
Daerah.

Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak
dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda
Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri
Hulu.

sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang
berlaku.

upaya penggalian potensi penerimaan daerah.

Total

312131 1]4115)100

Tab

el 4. Matriks Bobot Faktor Eksternal

No.

Faktor Ekstenal

Opportunity (Peluang)

Potensi sumber pendapatan daerah yang terus
mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan
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J. | Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi,
Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan

.| Perekonomian global yang berdampak kepada nilai
tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada

Perhitungan nilai Rata-Rata (NRK)

Keterkaiatan antara satu faktor dengan faktor lainnya harus dinilai
dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor yang satu dengan
yang lainnya akan terjadi keterkaitan, jika dua faktor merupakan dua
kondisi yang menguntungkan untuk mencapai sasaran, maka kedua faktor
tersebut akan membentuk keterkaitan yang sinergi dan cenderung lebih
menguntungkan dua faktor, dimana faktor yang satu menguntungkan dari
faktor yang lain merugikan dalam pencapaian sasaran tingkat keterkaiatan
yang dinilai memakai skala nilai sebagai berikut :

e Angka 5 menyatakan dukungan sangat besar

e Angka 4 menyatakan dukungan besar

e Angka 3 menyatakan dukungan cukup

e Angka 2 menyatakan dukungan kecil

e Angka 1 menyatakan dukungan sangat kecil

Rata-rata keterkaitan (NRK) untuk lebih jelasnya perhitungan
keterkaitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 : Nilai Keterkaitan

No. Faktor Pendukung dan Nilai Keterkaitan TR Bk
Penghambat 112(3(4|5|6|7|8[9]10|11]12
Strenghts (S)

1. | Tersedianya  payung  hukum 4151413312531 |11 32 |29
sebagai  dasar  pemungutan
pendapatan  daerah berupa
Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Daerah serta
Peraturan Bupati tentang petunjuk

pelaksanaanya.

2. | Tersedianya biaya operasional 33212215312 |2 27 1- 2871255

Badan Pendapatan Daerah.

3. | Tersedianya sumber daya aparatur | 5 2:-3:|-2-3|-3:1 4| 2 |2 |1 32 | 291

Pendapatan Daerah.
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Weakness (W)

Masih rendahnya kesadaran dan [ 4| 4| 2 3
pengetahuan masyarakat tentang
arti pentingnya pembayaran pajak
dan  refribusi  daerah  bagi
pelaksanaan roda Pemerintahan
dan pembangunan  Kabupaten
Indragiri Hulu;

2.73

Belum terlaksananya penerapakan [ 3| 3|3 3
sanksi Hukum sesuai dengan
ketentuan perundangan perpajakan
yang berlaku.

2.64

Terbatasnya kemampuan aparatur [ 3| 2] 2 2] 3
Pemungut dalam upaya penggalian
potensi penerimaan daerah;

2.64

Opportunities (0)

Letak wilayah/geografis daerah [ 2| 2|3 3] 4
yang strategis sehingga tingginya
mobilitas orang dan barang.

Potensi  sumber  pendapatan [ 5| 2|3 [ 2] 2
daerah yang terus mengalami
peningkatan dan perkembangan,
sejalan dengan tingkat kemajuan
pembangunan.

2.82

Kondisi perekonomian Nasional | 3| 3| 4| 2[ 3
yang kondusif.

2.27

2.55

Threaths (T)

10.

Masih terbatasnya tenaga teknis | 1| 2| 2] 3] 2
dibidang Akuntasi, Pemeriksaan
Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita
dan tenaga penyuluhan Pajak dan
Retribusi Daerah.

11.

Belum  diterapkannya secara [ 1] 2| 2] 3] 2
sempurna Sistim dan Prosedur
Penerimaan Daerah.

12.

Perekonomian global yang | 1|2|1|2]1
berdampak kepada nilai tukar
rupaih dan harga minyak bumi dan
berimbas pada alokasi Dana
Perimbangan.

2.18

2.18

1.91

Tabel 6 : Memilih Faktor Kunci Sukses

No.

Faktor Pendukung dan Penghambat

BF
%

ND

NBD

NRK

NBK

TNB

Strenghts (S)

Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan
pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk
pelaksanaanya.

20

291

291

3.91

Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan
Daerah.

20

0.6

2.55

1.53

213

Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.

20

2.91

2.91

391

9.95

Weakness (W)
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4. | Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan | 20 04 | 273 | 1.09 | 149
masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak
dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda
Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri
Hulu.
5. | Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai | 7 0.07 | 264 | 018 | 0.25
dengan ketentuan perundangan perpajakan yang
berlaku.
6. | Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam | 13 0.26 | 264 | 069 | 0.95
upaya penggalian potensi penerimaan daerah.
2.69
Opportunities (O)
7. | Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga | 20 1 282 | 282 | 382
tingginya mobilitas orang dan barang.
8. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus | 20 08 [ 227 | 182 | 262
mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan
dengan tingkat kemajuan pembangunan.
9. | Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif. 7 0.28 | 255 | 0.71 | 0.99
6.44
Threaths (T)
10. | Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, | 27 0.81 | 218 | 1.77 | 2.58
Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan
tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. | Belum diterapkannya secara sempurna Sistim dan | 27 054 | 191 | 1.03 | 1.57
Prosedur Penerimaan Daerah.
12. | Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar | 7 0.14 | 218 | 0.31 | 045
rupaih dan harga minyak bumi dan berimbas pada
alokasi Dana Perimbangan.
4.59

Peta Kekuatan Organisasi

Peta posisi kekuatan Badan Pendapatan Daerah berada pada

kuadran | yang berarti memiliki kemampuan yang dapat diunggulkan untuk

melakukan perubahan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan

informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, untuk jelasnya dapat

dilihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 1

Peta Posisi Kekuatan Organisasi

S=9.95

kw. 11 7,3 kw. |

T=4.59 O =6.44
1,85

kw. 111 kw. IV

W =2.69
Tabel 7. Faktor Kunci Keberhasilan
No. BF | ND | NBD [ NRK | NBK | TNB

Faktor Pendukung dan Penghambat o
0

Strenghts (S)

1. | Tersedianya payung hukum sebagai dasar | 20 5 1 291 | 291 | 391
pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati
tentang petunjuk pelaksanaanya.

2. |Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan | 20 5 1 291 | 291 | 3.91
Daerah.

9.95

Weakness (W)

3. | Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan | 20 2 04 | 273 | 1.09 | 1.49
masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak
dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda
Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri
Hulu.

4. | Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya | 13 2 | 026 | 264|069 |09
penggalian potensi penerimaan daerah.

2.69

Opportunities (O)

5. | Letak wilayah/geografis daerah yang strategis | 20 5 1 282 | 282 | 3.82
sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.
6. | Potensi sumber pendapatan daerah yang terus | 20 4 0.8 | 227 | 1.82 | 262
mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan
dengan tingkat kemajuan pembangunan.

6.44

Threaths (T)

7. | Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, | 27 3 | 081|218 | 177 | 258
Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan
tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.

B B R P D R T R S P B S R L R e R e T S T asias
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8. | Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan | 27 2 | 054|191 103|157
Prosedur Penerimaan Daerah.
4.59
Tabel 8. Formulasi strategi SWOT
FKK Strengths (S) Weaknesses (W)
Internal 1. Tersedianya payung hukum | 1. Masih rendahnya kesadaran dan
sebagai dasar pemungutan pengetahuan masyarakat
pendapatan daerah berupa tentang arti pentingnya

peraturan daerah tentang
pajak daerah dan peraturan

pembayaran pajak dan retribusi
daerah bagi pelaksanaan roda

secara sempumna sistem
dan prosedur penerimaan
daerah.

penyuluhan  pajak  dan

retribusi daerah.

FKK Eksterna daerah tentang retribusi pemerintahan dan
daerah serta peraturan pembangunan Kabupaten
bupati tentang petunjuk Indragiri Hulu.
pelaksanaanya, 2. Terbatasnya kemampuan
tersedianya anggaran. aparatur dalam upaya

2. Tersedianya sumber daya penggalian potensi penerimaan
aparatur pendapatan daerah.
daerah .
Opportunities (O) Strategi SO Strategi WO
1. Letak wilayah/geografis Optimalkan  sumber daya Tingkatkan kemampuan
daerah yang strategis aparatur  agar  dengan aparatur dalam menggali potensi
sehingga tingginya payung hukum yang ada PAD.
mobilitas  orang  dan untuk  untuk  menggali
barang. potensi pajak dan retribusi
2. Potensi sumber daerah.
pendapatan daerah yang
terus mengalami
peningkatan dan
perkembangan,  sejalan
dengan tingkat kemajuan
pembangunan.
Threaths (T) Strategi ST Strategi WT
1. Masih terbatasnya tenaga penerapan  sistem  dan Tingkatkan pelayanan kepada
teknis di bidang akuntasi, prosedur penerimaan daerah wajib pajak dan wajib retribusi
pemeriksaan penyidik seiring dengan sejalan dengan upaya
pajak daerah, juru sita pengembangan  aparatur peningkatan kesadaran
dan tenaga penyuluhan sebagai tenaga teknis masyarakat akan pentingnya
pajak  dan  retribusi dibidang akuntasi, membayar pajak dan retribusi
daerah. pemeriksaan penyidik pajak daerah.
2. Belum diterapkannya daerah, juru sita dan tenaga

e - - . ]
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan penjabaran dari

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu saat ini,

tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta dengan

memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat

Kabupaten Indragiri Hulu dan amanat pembangunan Kabupaten

Indragiri Hulu, dinyatakan bahwa Visi pembangunan periode 2016-2021
yakni :

“Indragiri Hulu Lebih Sejahtera Tahun 2021”

Filosofi perwujudan “sejahtera” tersebut dimaknai secara
komprehensif bahwa kondisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten
Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan jangka panjang ini
adalah kesejahteraan dalam artian sosial, ekonomi dan politik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga
Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berlandaskan kepada
pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan dari RPJMD Kabupaten
Indragiri Hulu tahun 2011-2015 dengan visi pembangunan “Indragiri
Hulu Sejahtera Tahun 2015”. Visi periode kedua ini diperkuat dengan
menjadikan seluruh masyarakat Indragiri Hulu lebih sejahtera, lahiriah
dan bathiniah sehingga visi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun
2016-2021 adalah “Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera
Tahun 2021”, dengan motto “Tak Ada Kata Menyerah”.

Sedangkan dalam rangka pembangunan sumber daya
masyarakat maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan
dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong terciptanya suatu
masyarakat yang dinamis, kreatif dan inovatif, mampu untuk dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan pemanfaatan

sumber daya alam yang tersedia.
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk
menunjang kesuksesan visi Kabupaten Inhu tersebut dengan
peningkatan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel
sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Filosofi perwujudan “Lebih Sejahtera” sejalan dengan
pernyataan “sejahtera” pada visi RPJPD yang dimaknai bahwa kondisi
yang ingin diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa
pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2016-2021 ini adalah
lebih kesejahteraan dari periode sebelumnya yang meliputi :

- Sosial, dimana kondisi dimana kehidupan masyarakat memiliki
hubungan dan komunikasi yang dinamis, berimbang, merata, ke
seluruh lapisan, golongan dan kelompok masyarakat tanpa
diskriminatif, serta responsif, sehingga memiliki kekuatan dan
jejaring guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi
penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,
bernegara dan berbangsa dengan tetap berlandaskan nilai-nilai
kultural yang telah tumbuh dan berkembang selama ini, yakni nilai-
nilai budaya melayu, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong
royongan. Disamping itu adanya kesetaraan sosial antara masyarakat
Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat lainnya yang telah
maju dan berkembang terlebih dahulu.

- Ekonomi, dimana kondisi dimana perekonomian masyarakat dan
daerah telah maju, dinamis dan berkembang sejalan dengan
tuntutan persaingan global. Faktor efisensi dan efektifitas
merupakan faktor penentu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara adil dan merata, kemampuan daya beli
masyarakat yang tinggi, daya saing yang semakin kuat terhadap
tenaga kerja dan produk dari Kabupaten Indragiri Hulu di pasar
lokal, domestik, regional dan internasional.

- Politik, dimana suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sangat
demokrasi, transparan, partisipatif dan akuntabilitas sesuai dengan
prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga
pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan

pembangunan akan optimal, berkualitas dan cakupan jangkauan
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pelayanan publik yang semakin luas, merata, efesien dan efektif.
Sementara itu kesadaran politik rakyat terus maju dan berkembang
dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan, rasa
persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong yang
semakin kuat dan mengakar, serta menjaga stabilitas politik yang
telah kondusif.

Pernyataan visi dengan kata kunci “sejahtera” tidak hanya
pada aspek lahiriah dengan indikator-indikator = ekonomi,
keterjangkauan/aksesibilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat tetapi juga aspek batiniah berupa rasa aman, sentosa dan
makmur, dalam beribadah maupun berusaha. Dalam pembangunan
Indragiri Hulu kedepan dilakukan dengan tidak membeda-bedakan
suku, agama, ras maupun profesi. Dalam rangka pencapaian visi yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu strategis, maka
ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut :

1.  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel.

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas
umum dan fasilitas sosial.

5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan
untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan
sosial serta memperkuat daya saing daerah.

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan
suku, agama dan profesi.

Guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut maka Badan Pendapatan Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan upaya

m
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peningkatan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel
sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengacu kepada misi Kepala Daerah terpilih, maka
Badan Pendapatan Daerah harus mampu memberikan peran aktifnya
guna pencapaian tujuan pembangunan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun
2011-2015 antara lain :

Dalam rangka perwujudan dari misi 1, yakni Mewujudkan daya
saing daerah, maka Badan Pendapatan Daerah harus mampu
mewujudkan sistem perekonomian masyarakat yang legal formal,
dengan demikian setiap produk barang dan jasa dapat bersaing
dipasaran bebas. Legal formal dalam pengertian bukan saja dari segi
perizinannya tetapi juga dalam hal perpajakan dan retribusi sesuai
dengan ketentuan berlaku. Untuk itu upaya mewujudkan masyarakat
taat pajak dan retribusi daerah merupakan suatu keharusan.

Dalam rangka mendukung dari misi 2, yakni Mewujudkan
suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan
yang demokratis dapat dilakukan dengan membangun aparatur yang
profesional, Badan Pendapatan Daerah harus dapat mengupayakan
peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi untuk
meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur.

Dalam rangka perwujudan dari misi 3, yakni Pemerataan
Pembangunan dan Hasil-hasilnya, Badan Pendapatan Daerah harus
mampu mewujudkan peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah
baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga tersedia
dana guna pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Dalam rangka perwujudan dari misi 4, yakni memantapkan
suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis yang bermoral,
beretika dan berbudaya, Badan Pendapatan Daerah harus berperan
aktif menciptakan sistem dan prosedur administrasi penerimaan
daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan
masyarakat terhadap aparat akan meningkat yang berujung pada
suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis yang bermoral,
beretika dan berbudaya.
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Dalam rangka perwujudan dari misi 4, Penguatan peran daerah
dalam lingkungan regional, maka peran Badan Pendapatan Daerah
harus mampu mewujudkan kerjasama antar wilayah dalam

peningkatan kapasitas penerimaan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya
terkait erat dengan Kementerian Keuangan, oleh karenanya telaahan
Renstra kementrian keuangan diperlukan dalam rangka implementasi
koordinasi penerimaan daerah khususnya untuk sumber dana
perimbangan.

Dalam renstra Kementrian Keuangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
84/Kmk.01/2010 tentang Rencana Strategi Departemen Keuangan
Tahun 2009-2013, disebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah
mulai digulirkan pada tahun 2001 lalu dan membawa konsekuensi
penyerahan beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang
memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat. Penyerahan wewenang tersebut harus pula diikuti oleh
pendanaannya sesuai dengan prinsip money follows function.

Pendanaan yang terkait dengan pemerintah daerah dapat
dibedakan menjadi pendanaan langsung kepada Daerah dan
pendanaan tidak langsung. Selain pendanaan secara langsung kepada
Daerah, seperti dana desentrasilasi, dana dekonsentrasi, dan dana
tugas pembantuan, Departemen Keuangan juga melaksanakan
kewenangan dalam kaitannya dengan hubungan Pemerintah Pusat
dan Daerah yang meliputi antara lain evaluasi pajak daerah,
penetapan pinjaman daerah, dan pembangunan sistem informasi
keuangan daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki tujuan
agar terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat
dan daerah untuk mendukung pencapaian kesinambungan fiskal

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
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Kewenangan di bidang hubungan pusat dan daerah juga
mencakup mengenai evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan
daerah atas pajak dan retribusi daerah. Dalam kaitannya dengan
pinjaman daerah, sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi
daerah yang efektif dan efisien serta terciptanya redefinisi
perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk daerah dalam
kontribusi terhadap pembangunan nasional. Untuk mencapai hal
tersebut, akan dilakukan pengukuran dan analisis potensi daerah
dalam kaitannya dengan perekonomian dan kemampuan membayar
kembali pinjaman dan sumber-sumber pembiayaannya, serta
fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis terhadap pinjaman daerah
dan obligasi daerah dalam kerangka pengendalian jumlah kumulatif
pinjaman.

Pemantauan terhadap pajak daerah, defisit daerah dan
pinjaman daerah harus ditopang oleh sistem informasi keuangan
daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dapat
diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk
mencapai hal tersebut, langkah pertama adalah penerapan prinsip-
prinsip penganggaran (seperti penganggaran berbasis kinerja,
unifikasi anggaran, dan pengklasifikasian belanja mengacu pada
praktek terbaik internasional), pelaksanaan anggaran, dan
pertanggungjawaban (seperti penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah). Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah untuk
mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, seperti penyempurnaan
format APBD dan penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Hal
ini merupakan syarat bagi terselenggaranya konsolidasi antara
informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyempurnaan
format-format tersebut selanjutnya difasilitasi dengan
pengembangan aplikasi pelaporan informasi keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya juga
terkait erat dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, oleh
karenanya telaahan Renstra Bapenda Provinsi Riau juga diperlukan

dalam rangka implementasi koordinasi penerimaan daerah khususnya
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untuk sumber dana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan
Keuangan dari Provinsi.

Dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Riau disebutkan bahwa sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin
diwujudkan maka kebijaksanaan dalam jangka menengah vyakni
“Terwujudnya optimalisasi PAD seiring dengan meningkatnya standar
pelayanan prima disertai peningkatan Sumber Daya Manusia dalam

memberikan Pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian sasaran

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan;
Teridentifikasi potensi PAD;

Tersedianya analisis kelayakan penggalian PAD;

-l ol

Terwujudnya sinergi dan koordinasi yang harmonis antar Instansi
pemungut;

(8§}

Tersedianya SDM yang berkualitas;

6. Tersusunnya sistem prosedur administrasi Pendapatan Daerah
yang sesuai dengan kondisi riil;

7. Tersedianya sistem prosedur pendapatan yang sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan riil operasional;

8. Terbentuknya motivasi kerja dari pengelolaan Pendapatan
Daerah;

9. Terwujudnya aparat pendapatan daerah yang sejahtera.

Sedangkan Kebijakan dan Program Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Riau sebagaimana yang telah ditetapkan adalah :

1. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dari
Dinas/Instansi yang diketuai Sekda Provinsi Riau dengan
melakukan rapat triwulanan.

2. Menugaskan Balitbangda Provinsi Riau untuk melakukan
penelitian terhadap sumber penerimaan baru.

3. Melakukan kajian terhadap perda-perda penerimaan yang sudah
kedaluwarsa untuk diperbaharui.

4. Melakukan rapat koordinasi triwulan untuk mengevaluasi
penerimaan dari Dinas/Instansi.

5. Mendorong unit kerja penghasil untuk lebih meningkatkan

pendapatannya.
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Dengan sasaran capaian program:

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemberdayaan SDM.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

Peningkatan Kinerja.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

meliputi :

Ta

oo N

o

- ]

Pengefektifan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
Kunjungan ke satuan kerja perangkat daerah.
Melakukan identifikasi produk hukum tentang tarif pungutan.
Pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah.
Melakukan penelitian potensi PAD, bekerja sama dengan BPKP,
LSM dan PT.
Menganalisis potensi yang layak dijadikan PAD.
Tukar menukar informasi.
Sosialisasi Pajak dan Retribusi berkaitan dengan Perda-perda
baru.
Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak.

Intensifikasi PAD meliputi :
Pendataan subyek dan obyek Pajak serta Retribusi daerah setiap
tahun anggaran.
Melakukan sosialisasi terhadap pembayar Pajak dan Retribusi
melalui pelayanan prima.
Mengadakan perubahan terhadap beberapa Perda yang tidak
sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
Memperketat pengawasan dan pendaftaran bagi kendaraan
bermotor Non BM yang keberadaannya lebih 90 hari.
Mengintensifkan pengecekan BBN-KB Il bagi yang sudah
dijualbelikan pada loket di Kantor Bersama Samsat.
Mengembangkan potensi personil dengan jalan meningkatkan

kemampuan petugas.
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang/Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Kabupaten Indragiri Hulu

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tidak
semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor teknis, tetapi
sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif
berbagai sektor pembangunan lainnya, salah satunya kontribusi
pendapatan daerah. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi
positif tersebut, “wawasan penerimaan pendapatan daerah” perlu
dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan nasional dan
pembangunan daerah, dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau
subsistem berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional
dan pembangunan daerah yang diejawantahkan dalam bentuk
program-program dalam RPJMN, RPJMD maupun Tata Ruang Tata
Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Terwujudnya pembiayaan pembangunan daerah dipengaruhi
oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab
Badan Pendapatan Daerah, melainkan juga tanggung jawab dari
berbagai sektor terkait lainnya; termasuk pula tanggung jawab pihak
masyarakat luas, swasta, bahkan keluarga dan individu. Dalam
penyelenggaraan pembiayaan dana pembangunan yang dikelola
Badan Pendapatan Daerah dapat bersinergi secara dinamis dengan
berbagai organisasi/satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada,
dalam partisipasi masyarakat akan kontribusinya sebagai
penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah
yang mereka bayar, diantaranya faktor sosial ekonomi yang
menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup,
bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap masalah sosial dan
komplikasinya dalam masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
Hubungan antara status sosial dan ekonomi dengan ketaatan
membayar pajak dan retribusi daerah berlaku secara universal. Perlu
juga diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis
(linstra), baik dalam lingkup internasional, nasional, dan daerah yang
akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kontribusinya
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sebagai penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi
daerah.

Isu Strategis Internasional antara lain globalisasi, seperti
implementasi WTO, APEC, dan AFTA dengan segala risiko deregulasi
dan perizinan yang harus diantisipasi, pemanasan global, penggunaan
teknologi high cost, Global Epidemic Diseases, Global Strategy on
Diet, Physical Activity and Health, Millenium Development Goals
(MDG’s), krisis ekonomi global, krisis bahan bakar dan pangan,
terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global, serta
masuknya investasi dan tenaga kerja/profesi dari negara lain. Selain
itu isu dari nasional, seperti keterbatasan dana Pemerintah,
pengurangan anggaran pusat, peningkatan anggaran daerah,
deregulasi diberbagai perizinan dan bidang pembangunan,
pengurangan peran Pemerintah, privatisasi dan outsourcing,
pemberdayaan masyarakat, IPM dan kualitas SDM rendah, kerusakan
dan pencemaran lingkungan hidup, serta kemiskinan dan
pengangguran. Isu daerah diantaranya disparitas status kesehatan,
semuanya itu dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan
partisipasi masyarakat dalam kontribusinya sebagai penyumbang
dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah yang mereka
bayarkan.

Perlu upaya sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi
disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan,
partisipasi sosial, dan pelayanan publik. Pemberdayaan masyarakat
diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif dalam
berpartisipasi dalam pembangunan melalui kontribusinya melalui
pajak dan retribusi daerah.
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti
pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi
pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten
Indragiri Hulu;

2. Belum Optimalnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian
potensi penerimaan daerah;

3. Terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan
Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak
dan Retribusi Daerah;

4. Belum optimalnya penerapan secara sempurna Sistem dan

Prosedur Penerimaan Daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
a. Pernyataan Visi

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman
yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu telah mencanangkan visi organisasi untuk
eksistensinya di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat
mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh
ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi
perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi
harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan
diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi
staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-
sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu telah menetapkan Visi organisasinya, yakni:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN AUDITABEL SEBAGAI SUMBER
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Penjelasan Makna Visi
Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Pernyataan bahwa Pendapatan Daerah sebagai sumber
pembiayaan pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hulu yang
semakin meningkat dan bersama sumber-sumber

pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
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yang sah menjamin pembiayaan pembangunan di
Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan.

2. Peryataan transparan dan akuntabel, berarti bahwa
sistem dan prosedur penerimaan daerah harus bersifat
terbuka sebagai bagian dari informasi publik dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pernyataan Misi
Di samping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang
diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan
kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti
perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang
telah dirumuskan dan ditetapkan, organisasi/instansi dapat
mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang
harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.
Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :
1. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah.
2. Membangun aparatur Badan Pendapatan Daerah yang

profesional.

Penjelasan Makna Misi

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa
tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan
peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat.
Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat
menentukan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah secara profesional, tertib, transparan dan akuntabel dalam
upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang taat
pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperjuangkan

optimalisasi Dana Perimbangan dan lain-lain Penerimaan daerah yang
Sah.
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4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga
pencapaian target ini dapat menjadi ukuran kinerja faktor-faktor
kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada
misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.
Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi
mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan
eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan
penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik
dan idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu
sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sejalan dengan
sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses
perubahan rencana strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan
pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari
tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi
dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai
oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hulu sejalan

dengan misi yang telah ditetapkan antara lain :

Misi ke satu Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah
Tujuan Meningkatkan pengelolaan Penerimaan Daerah yang

transparan dan akuntabel

Sasaran : 1. Terwujudnya realisasi target Pendapatan Daerah

2. Terpenuhinya target penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Misi ke dua : Membangun Aparatur Bapenda yang Profesional
Tujuan : Memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya  kepuasan  Masyarakat terhadap

pelayanan Bapenda
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BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan
5.1.1 Strategi
Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-
langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan
tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

adalah :

1. Optimalkan sumber daya aparatur agar dengan payung
hukum yang ada mampu untuk menggali potensi pajak
dan retribusi daerah;

2. Tingkatkan kemambuan aparatur dalam menggali potensi
PAD;

3. Penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah
seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga
teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak
Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan
Retribusi Daerah;

4. Tingkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan
retribusi daerah.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan vyang
telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang
berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran
dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi
dan misi organisasi.
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Berhasil tidaknya suatu perubahan rencana strategis

akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah

kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
adalah :

 ”

10.

Membangun jaringan kerja sebagai wadah koordinasi
dengan instansi terkait di bidang pendapatan.
Meningkatkan kesadaran kepatuhan para wajib pajak dan
wajib retribusi.

Mengembangkan komputerisasi manajemen di bidang
pendapatan dengan teknologi informasi berbasis web.
Akurasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi
daerah.

Mengembangkan efesiensi dan efektifitas kerja aparatur
pengelola pendapatan daerah.

Pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli
daerah sesuai perundang-undangan.

Penggalian potensi sumber pendapatan asli daerah sebagi
tindak lanjut perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa umum.

Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

Peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai
Peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai lagi agar
sejalan dengan ketentuan vyang berlaku serta
menyesuaikannya dengan dinamika di daerah dan
nasional.

Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak, DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah.
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Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Transparan, Akuntabel
dan Auditabel sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan yang
berkelanjutan

Misi | Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Meningkatkan Terwujudnya Penerapan sistem dan Peningkatan koordinasi

pengelolaan Realisasi Target prosedur penerimaan dengan Pemerintah

Penerimaan Pendapatan daerah seiring dengan Pusat dan Pemerintah

Daerah yang Daerah pengembangan Provinsi untuk Bagi

transparan aparatur sebagai Hasil Pajak dan Bukan

dan akuntabel Terpenuhinya tenaga teknis di Pajak, DAU, DAK dan
Target bidang Akuntansi, Lain-lain Pendapatan
Penerimaan Pemeriksaan Penyidik Daerah yang sah.
Pajak dan Pajak Daerah, Juru
Retribusi Sita dan tenaga Meningkatkan  upaya
Daerah penyuluhan Pajak dan intensifikasi dan

Retribusi Daerah

ekstensifikasi terhadap
sumber-sumber
penerimaan daerah

Misi Il Membangun Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Memberikan Meningkatnya Tingkatkan pelayanan Mengembangkan
pelayanan kepuasan kepada Wajib Pajak efesiensi dan
yang prima Masyarakat dan Wajib Retribusi efektifitas kerja
kepada terhadap sejalan dengan upaya aparatur pengelola
Masyarakat pelayanan peningkatan kesadaran pendapatan daerah

Badan masyarakat akan

Pendapatan pentingnya membayar

Daerah pajak dan retribusi

daerah

m
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPENDA, melalui tujuan

dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu

penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan

yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan

tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BAPENDA

menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan fokus

kegiatan pada :

a.
b.

o v ™ 0D A

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik;
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional;

. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

. Penyediaan Barang Cekatan dan Penggandaan;

. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

. Penyediaan Makanan dan Minuman;
. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran;

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

n.

Penyediaan Jasa Sewa Gedung / Kantor;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan fokus

kegiatan pada:

a.

b
o
d

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

La——————
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e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan fokus kegiatan
pada:
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan
fokus kegiatan pada:
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan, dengan fokus kegiatan pada :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
6. Program Peningkatan dan Pengembanagan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan fokus kegiatan pada :

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah;
b. Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan;
c. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah;
d. Sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah bagi WP WR;
e. Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Indragiri
Hulu;
f. Penarikan Undian WP PBB

g. Akurasi dan Pendaftaran WP/WR;

h. Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

i. Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah;

j. Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

k. Penilaian dan Perhitungan Pajak daerah dan retribusi daerah;

. Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

m. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut,
selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan
indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang
akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai

berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

M
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kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPENDA selama tahun
2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HuUlLu

56




LS NINH TAIOVAANI NILYENDYA
HYAIYA NV LVEVANIE NVAVE 120Z-9T0Z VALSNZL

j

[eqejunye
YHiSIY uep diy Asi uep iy
NHNI "8V efeq joqung | - efeq equng | ‘Qvd jotie) gssm_%w %M%Mﬂwﬁw
VaN 000'000'¢.2 uejng ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000°000'€£2 ueng ¢l | ueinggl ‘Isexunwoy| ‘Isejunwoy| | uejedeoued dent od| Tl
3dve eser Bsep | uejiseyiooey uejedepuad ueeLwau
ekueipesio] ueeipakuad 1eyBul eAuexBuuey c%hwﬁmm_ﬂ
_Smae_m
kN vy - nion iy | avietm | et | OE
000'060°C 1 ueng z| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00°000'060'€ LY uengzL | uengzl -jeing esep Jeingeser | ueedeoued depl od Vb
VaN3Idve £ £ uejedepuad ueewau
ehueipesio] veeipafusd | uejiseuisqey | AuexBuueN —
1enibuL . uesexbulusy
(%)
ueiojueag uBlojuBYIg
) 3 . 8 . seAs|uipY |sensjujwpy
00'807'60.'G98'C 00'80v'60.'G98'2 ueueAejod ueueAejoq }
ueymnqay weaBos
eAujynuedia], d
ELTELYEN
girym
NvSnin v
ay Jobie | dy jebie] dy JELICTN ay j0be | dy JELICTR ay j0bie | ay JELIETN
Omss | (ot | =teios
ANrdy weibosd s UeJBSES .
qemer g-unye| G-unye| p-unye| ¢-unye| Z-unye| J-unyej. emy weiboid uep ueJeses uenfn) ON
BunBueUsy opouad Jiyye eped efiauly) (sipuoy| eliouy _MW____W_ _ URYBjUBWAY lojeyipu)
ado ueeuepuad eybuesey| uep weiboid elieury ueeder) 1SipuoX iy Buenig

(L00Z unye], 1p 4d ynamudA LIS )
NTNH NIDVYANI NILVYdNEGVY HYYIVA NV.LVdVANId Nvaveg
AILVMIANI NVVNVAN3d NVA NVIVSYS YOdWOTIN “VMYANIM YOLYMIANI ‘NY.LVIOIN NVA WYID0Ud VNVINTY
1°9 19qe]




89 NINH IAIOVAANI NZLVENDW
HYAIVA NV LVYEVYANIE NVAYE TZ0Z-9T0Z VA LSNTL
|eqejunye
ueBuepunied .mﬂmw”ﬂw MM avd 1068 (avd) uep uesedsues
E ap! At njess,
MHNLOVL L gt ueng 0 000009685 | vzl | WM T) | gorgodic | Wemeleduep | weedeed | BRIV | Oueuenen | o
ueedeg Ueyeg | uejseyieqey y
eAuelpesio) ueeporuog Jexu eAujeyBujuepy . Mﬂwﬁmmﬁ
ueunbueg cmc”wn__mx leqejunye
ueBueseusq Bl om avd 10668} (avd) uep uesedsues
Sl EE — 0 0009602826 | vemgzL | venggy sl o) | vepdeousd | \ERO1Y QB umwep | g
=%8on cm.__mmbwws cm__mm%m%_e_ eAuiexBujuep :mm_o_.om:&
efuelpesio | :mm_uaéou fexbuL uepeyBulus)y
[eqejunye
=mmu=mmmﬂwﬂ ueepuebbueq avd 1068 (avd) uep ueledsues)
AHNI “av) . A Uep ueyele) yeleeq Jisy BueA yeseep .
VaNIdYE G0€'695'1G€ ueng 1 0 00°50€'699°15€ ueng gL | uengzi V_m“_mw_w”w___mom acwam ccm__wmaﬂmw%m ueledepuoq veewneved | £
' ueejpakued eAujeyBuiuepy ueejojabued
eAuelpesia| 1exbur| uespeyBue
[eqejunye
Jojuey| ) (avd) uep uesedsies)
. Jojuey| vd 1068
T e
MHNL 81 086109 ueng 2 0 oveseogs0se | wngzy | vangzy | oL smay | eedeousd rccirichy S ol T
! ueelipekuad | uejiseyieqe: 2
eAueipasio . IPoRued I «MV_%__H eAujeyBuiuepy : Mﬂmﬂm@ﬂ
eliey| elioy leqejunye
uejefesad . . (avd) uep uesedsues)
) uelelelod | "qvd jebue)
‘ SRR 15}
Manarea | 00000E'cEC ueng zy 0 0000000€'8Ez | wengzL | vemgzy ey | upteond | wedeowed | BeRGIV | Owtieeen) g
ueelpefued ESE[ | UB|ISeyoqey ekueyBuiuepy cmss.wm:&
: ueeipahusy jexbur). )
eAueipesio| ueyeyBuiuepy
|eqejune
Jojuey|
Jojuey . (avd) uep uesedsues
. ueysaqey Qvd 1ebiey
NHNUEY | e v ueng z) 0 00008'55kv2 | uemgzy | venggy esor [ USRI pedeoupg | WEAEQUSY | Buek uescep
VaN3dve ueeipokueg esep veseioqey uejedepued ueewyauad
eueiposio) ueelpakuag o efujeyBuiuepy ueeojebuad
: ueyiexBuuepy
seulq _mco_mﬂﬂﬂm [eqejunye
ueeJepuey| : N (avd) uep ueledsues)
; VEEIENTEN avd 1e61e)
- uel
Mo | 0000s2'911 ueing z) 0 000000591} | VB Z) | WT) | ygpoycuey | UeVmeduEp | ueedeoued | SEQNY | Dwotuesen)
! ugeleyljowed | Ue|seylaqey :
: uee|pakuad HOUILEA




65

HYAva

NINH TATIOVAANTI NI LYENDWA

NVLYEVANIE NVAVE 1Z0Z-910Z VA4ISNT

j

|eqejunye
uep uesedste.

) lojuey| Bunpag) | ojuey| Bunpes) | Qv 1ebig) 4 ._omm_u“% m:m £ ;S“mw
AHNUEYL | o001 e iy wn gl 0 0 0 | 009zh1ee'Thy wngk | owngi uejefesad weepie | vspdeoted | Lo o Y veewuowed | €
VaN3dve ehuelpesio ). ueepebued | uejiseyiaqey eAuexBuUON ueejojobiod

ebuL uexeyBuay
|eqejunye
eledste.

] Jojuey Bunpes) | Jojuey Bunpes) ‘Qvd 1ebiey ' _SM_N_@ :mw::a »_ 4@ ._8u
AHNIEV | 000000991 wn 0 0 0 | 00000'009'F¥} wn | wn | uedeybualiad |  uedexbuspeq | ueledeoued uejedepung usewiisid| 7
VaN3dve eAueipesse ueepebuad | uejiseyseqey ekueyBuUey uee(ojobuad

1exBu. ueyjeybujuapy
(%) eley
uejejesd
UBBJBY (oW mhmﬁﬁdw
it eienos = 00'926'121'G0€") lojuey veq BuBlE
00'926'121'506"} euBIBSE)y (IBiees ¢
euBleg uejpyBuiuay
efuynuedie| we.Bosq
osejuasiod
|eqejunye
YaN3dve ma:_s_\ “QVd 1060E) (avd) %m %Mm%:g
NE o RARIAST 1dn Jopuey unpeg yeseeq lisy ueA yeleep >
ﬁ_zh«u 000'000'51Z ueng z| 0 0 0 | 00000000061z | uvemggl | ueinggy Bunpes) emag eMoS BSep c“”ﬂw%a uejedepuay veewyousd | €V
eAueipesio], ueeipakuay d y ekujexbuiuspy ueejojeBuad
1ey6ul
L ueyjexBuUey
|eqejunye
cm_mmmm“_,%“”m yeseeq weeq Qv 106ue) (avd) uep uesedsues
AHNI“8vY PO : 1Se}nsuoy a yelee( l|sy Buek yesoep .
b 000'G22'95} ueng z 0 0 0 00°000'522'95} ueing gl | uenggl :mu_mac_Ems_ UE ISBUIPIOOY] uetedeousd ueledepuad veewyoued | CHF
Jedesjedey i uejiseylogey ;
BAUBUESYEpo) Jedey-jedey 1exbul] efujeybuusyy . Mﬂwﬂ”ﬂwﬂ
[eqejunye
zm_m_mmm._ﬁ__”m euse(] Jenjoy) Qvd 1968} (avd) uep uesedsuesn
NHNEEY | 0 | coooo6e09r | uemaz, | vemggzy | uepseupiooy SETSUO | oo | VOIS | uek ey W
VAN3dYe 000680911 ueng g 0 0 L ,ﬁ dey Uep (SEulpJooy :m__.mmsmnox uejedepuad ueewyeusd
eAueuesyeyio] Jedes-jedey extu efueybujuspy . Mhmﬁmwmﬂ
|eqejtinye
nwe|
ep uesedsue,

] fedey wnuipy vewnuiy | ‘Qvd jebiey e smmou\mn_@ . m:& ;Eomw
OHNEEY | ieo)'ag) uepng z} 0 0 0 | 0000099.'8Gh | uemggzl | uemggl uepuexejy | - uep ueuexely | uejedeouad ueledepuy veewwoued | OV
VaN3dve uee|pakus, ueeipakue, ue|iseylaqe: :

iPoAuag pofued IISa1908 eAujeyBujusyy ueejojebuad
ehueipasio | 1exBur ! ueypexBuey




09

NINH IAIOVAANI N2 LYINEAYA

HYAIVA NVLVEVANIdE NVYAVYE 1Z20Z-910Z VALSNF

;IJ;!

(%)
nyejieg Buehk
ueinjesoq anjesedy
i . ) ) depeyse} SNd | eheq Jequing
00°000°000'008 00°000°000'00S ueweyeway seyjsedey| 14
uep uejeyBujueg
uendweway weiboud
eAueyBujuayy
98B)UBSIag
|eqejunye
EIpasia)
k dsuel)
. Buexk njuepey Muepe} vey ‘avd 1ebiey (avd) UEpYES
AHNI 9V P Y - UBH snsnyy| Yeieeq lisy BueA yeseep \
vaN3dve 00°000'009'G6 1©1S 811 0 0 0 0 0 0 0 0 00°000'009°G6 BiS 8Ll 0 _mecﬂwmux ueleyed cmm__m_w%wcwg ueiedepuag ueewyoved | €
zm_ % __ﬂ ueepebuad I mﬁaw_x eAujeyBuiuepy ueejojebuad
i ueyieBuaN
elposie) Buek ek (ava) uep cﬁﬁwﬁ”
R . N uedeyBueped | uuedeyBusyied ‘Qvd 1ebie) yesoeq sy uek yesoep _
VaN2dvE 00°000°009°G6 eIS 8Ll 0 0 0 0 0 0 0 0 00°000°009°G6 1S 8Ll S 8Ll uep epeseq | ueredeousd uejedepua ueewnovad | +€
Seui] uelesed | seuiq uelexed | uejiseyieqey Pusd :
efujeyBujuepy ueejojebuad
yejwnp ueepebued 1exbur | : uexexBue
i (%)
SNd uldisia
3 . ) N ueeyBujueg h..__u_ﬂﬂu
00°000°002'161 000000021 61 uep uejeyBujuag €
ueweBelesay weiBos
eAujedessa) d
98B)UASIA
[eqejunye
Jojuey m%_ﬁww Qv 106} (avd) uep uesedsues
§ p— e i
Monana | 00sk1es2s ueing 2} 0 0 0 0 0 0 0 0 | ooosiieesz | wemgzy | vengz sy | WewEied | uedeoued ossrich ot
efexieg upny | uejiseyiaqey )
efueseyyadio] UeEJeyoWSy Jexbur eAujexbuiuepy N m__xd”_v_om”m“ﬂ
_Bs.caa
JeuoisesadQ _mco_wﬂ._whm avd 1068} (avd) uep uesedsues)
@_%__mmuu 00°000°115°02¥ ueng z| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 00000'15'0zy | uemggzL | uenggl _aswﬂ,% ueeiepuey | ueledeoued %MMM____MM wﬁ&wﬁ e
Elexiog upny | uejiseyiaqey 5
eAueseyadio| veeseyjowey JexBul| eAuyexbuiuepy . Mﬂﬁmmﬂﬂ
_Esgm
epuediq \m%hﬂww Qv 10608} (avd) uep uesedsues
Moz | 00002'860%022 uepg z) 0 0 0 0 0 0 0 0 | oooorseozz | vemazy | vengel s weuntueg | uedeoued | A Y pescieri| P
efueseyladio ], EIENIOg UMY | Ueiseyiaqey ehuyesBuiug ueejojebued
’ UeeJeyjewed 1esBul). il uex) mw_ m:.Ss_




19

NIMH TAIOVAANT NILYENAVA
HYAIVA NVLVEVANIdE NYAVE 120Z-9T0Z VA LSNT

=

avd avd ) _chim
UBBWIBUSY . (avd uep uesedsues

. uejjepusbus, UBBLIOUG] Qvd jobie) eJee( |Is! Bued yese,
I veg 71 0 00009'c266z | vemgzL | venggy i wp | Uerepuebueg | ueedeoued e o g S
Yiaovd UBNBJUBWAY vl mhomv cm__omua%_wv_ eAuesBuiusjy :mm_o_wm,_.&

eAueuesyeye | L d TesbulL uexjexBuiepy
yesoeq
ueBuenay
ueejojabuag
'0G.'268'76G" 00°96'2€8'v65'S ue
00°962°2€8'766'S dg ludo BuequioBuog 9
ueq
ueyeyBujuag
weiboug
[eqeyunye
unsnssie) Qvd 1062 (avd) uep ueledsies)

2 onn‘ L &7* '000'162" usun BJSUS SU eJee(] | Buek yesoe)
NHNL'8YY | 00°000°162' | vewmyoq | 0 00000462 HE fyqunyoq | Fxoa __on_.e_om. %SM“ ahm ueiedeouad __:sm%w,._mu :mm__“__._gon zs
R yejunp Le)iselpoqen eAujexBuiuepy cmm_o_.og&

texBur ) ueyjexBuluapy
ado elaury
Ises(eoy |eqejunye
dO eliaury . (avd) uep uesedsuel)

. . uawnyoq uefede) LESHAI Qvd jobie; yelee( |Isy BueA yessep
OHNEEYY | 000010522 uewNYo( 0 00000'05'2c  Juewnyoq 2 veumyoq uepefioury |  uejedeouad ueredepueg plidtiiois %
VAN3dve eAuunsnsio] uelede) | uejiseylegey eAueyBuILO cma_o_%,_&

uelode) 1exBuL i ueyjeyBuluapy

ueunsnAued '
uebuenay
(%) ueBuenay| ueq efeupy
uep ef1augy uejedes
) uejedes uesodejoqd
00°000'Z62°8¢ 00°00026.°8¢ uswmjoq wajsis ue S

ueunsnfuad BuequoBuag
eAujedeaso) ueq
98BJuUasIeg uejeyBujuag
weJBolg

ueBuepun uebuepun leqejunye

-Buepuniod -Buepunieg . (avd) uep uesedsue)

|av o ueinjelod ueinjeso Qvd jobie) yesee( |sy BueA yessep
AN £ 00000'000°00S Ueng | 0 00°000°000°008 veng el | uengel sejuswodu Isejuawe|duw) veppdzoued uejedepuag ueewnsued |+
VYaNIdve 5 ! uejiseyleqey ;

Uejue) SNd SIue 1exbuly efuieybuiuepy ueejojebuad
eAuypepe). uebuiquig : uexeyBulusyy




29

HYAIYA NVLVEVANIE NYAVE 120Z-910T

NINH TAIOVAANI NZLYENAYN

VALLSNZA

if]

efuuie]
nmmﬁﬁw UM /dM yelee( uejedepuag
v_&m 4 QM UBJBJEPUSY "yeleeq 1snqueY laquins
NHNI e R bl uep 1snquisy uep yefed uep 'isnqujey "
9V VONIdVE 00°002'798°€69 ueing g 0 00°002'798'€69 ueing gL | uenggl csmc%_nmw ueelepuay uep yeled ueewIBUOY yeleg 99
1sesiewndo | ueewpsusd jobie) 1ep yelseq
ueejepusq
eueuesyeyo) uep iseinyy | osejuesied efuiededse ] ﬁwﬂ%ﬁm
"BUBSYE[S)
HWdM
a8ad
uep (Qvd) ibeg ue.eq s 15nquay
NHNI yeieeq sy ged ISnquiey Snquiey uep yeled uexe
; 00'851'€L'0LE 0 00'851'€Ly'01€ Iex | e | :SS%% d dM uelpun uepdeled | uepefed jee} ,S_m.._gmws §9
avy vanadve veieyBuey ueyleUag 1SES|[BIS0S 1esesefsews Uesepesoy
) uejelboy eAupninmie ]
efuedeoss] r———— uejeybuved
yejwng
2d UEBJONI8 UEp efuue
10MeS g64) UBESapIed yeiseq uejedepuaq
veunBueg Jopies "yesee( 1SnqUIeY Jaquing
NHNI S — ; G 1ddS 1ddS it ueunbueg 1snqujey Uep yefed uep ‘1snquipy :
-av) VaN3dva 00°98v°005°150'} 1ddS 000'9€L 0 00°98%°005°190"} 00098} 00091 v_mmmﬂ.&m uep uing uep yeled ueeLIBUSY ek 79
veedueiy od Yeled 1ddS | ueewpsuad j0bie) uep yeleeq
efRUESELG ueledwedued | esejuesiod efuredeala) Ueewlaua
HBLRL uejeiBoy| ekuewndo
euug
yesoeq e:ﬂﬁwﬂwﬁ esee( uejedepuaq
1snquiey uep yeiseq ‘yelee( 1SnqUIeY Jaquing
NHNI 4 NAAISEG iy 1snquiey uep yeled uep 'isnquiey ‘
; 00°000'2€¥'919 ueing g 0 00°0002E'919 uenggl | ueinggl yeseeq efed 1snquiey uep yele ueBLILAUS, ele £9
I vaNadva Usnbung UBp eleq :mmhcv_%on_a %@h uep :M%m
cAumuesieye ueynbung wws__.oeon_ efuedeass | ueew oo
1sesjewndo ehuewndo
‘BUESYE[IS)
HMWdM
yeseeq yeieeq | 1Beg yesseq yelsee( ——
1snquiey uep 1snqujey 1snqujey 1snqujey B
i B b uep el
. L erm— 8850300 0 000921 16749 uum_o “M% Yesoeq yefed | fyesceqyeled | uepyeled | uep yefed jee) w”__”.mmﬁﬁ 9
V) VON3Idve sesijeIsog 1SeSI IS0 | 1ses|leisog IeeseAseul g
eAueuesyepo] ueje;Bey| uejeboy eAupninme |,
150518} uejexbujuey
yejunp




€9 NINH IAIOVAANT NELYENDW
HYRAIVA NVLVEVANIE NVAVYD 1Z20Z-9T0Z VA LSNI
00°0%1900'96%'0} ’ 00°071'900°96%01 yejunp
efuue
(g8d) yeleeq ueyedepuad
%mn_ veunbueg uep “yesee( _mzn_a_om Jaquing
NHNI i e by uee|ojebuad 1snquiey uep eled uep '1snqujey '
y ! n wng Yell .
-gv) YaNIdve 00°000°G2'98€ ueing g, 0 0 0 00°000G¥2'S8€E ueng gl | ue;ngzl uedeue] ___mm_om_ovwﬂwm uep yeled ueewIIBUS] Yeleg 19
efueuesyepie) o ueewysued LI Lep yelee(
SESIEWRAO 9SBJUBSIOY efuedesia] UBBWIBUAY
efujewydo
eAuue]
yeseeq yeieeq uejedepuad
Buenig _mumﬁwm "yeseeq 1Snquiey Jaquins
NHNI i A O uelese|oAuad TR 1snquiey uep yefed uep ‘1snquiey !
-g¥) VANIdvE 00°087'652 811 ueing g1 0 0 0 00°087'65L'8LY ueng gL | uengzl sS850 .ﬁﬁﬁ%ﬁm uep yeled ueBwIeUSY “yeeg 019
uedeye ], it nd ueeuweuad EIE 1ep yeleeq
efueuesyepo . ISesifewnco asejuesiod efuedeals] UBBWIIBLaY
efujewndo
Jeled
xm_mm_m :ﬂhm uexngpeled efuue
}a.mm_ wcmu 5 l1seH . uejedepuad
i e | golhind [VEmRuRg R |
; 00°00€'Y71.L'82S ueing zi 0 0 0 0000€'%42'82S uengzlL | uengzel ejeg ' eueq Lep " el 69
V)l VaN3dve SeSIUOIUIS A | ppueued | UBBWHOUOd eed
uep s, Q sesjuonus | - d jobe) 1iep yeleeq
: _.mmsE 00y UED ISE)|NSUOY| efuedease). UBBWILBLAY
m>=m.,=mm.v_m=o 1 ehuewnio
eAuue
ueejoyiod g
ueejoysad UeBSapIad . eieeq vepedepuog
yeleeq 1snquiey laquins
Sl ueing z 0 0 0 | oozezvzever | vemgzl | uemagy e - m“”m ks WY | uepnauRy | o
‘avl vanadve | 00C8CTECoY e oeqsieg | yebgepy | VEPTEEd | ueewweued "Yeked
el mmv_m.:ﬁ i mmm_._ SEDIEA ueewleuad j0bie) 1ep yelseq
Rl RN efuiedease) UBBLLIIBUAY
1E109) eAuewndo
eAuue
yeseeq uejedepuaq
a1Hda % LHdE "yeseeq _ms_a_om Jaquins
NHNI —— - uedejejey 1Snquiey uep yefed uep ‘1snquiey :
gV VaNIdvE 000677 LIE ueing g 0 0 0 00°06v'v€T'LIE ueng gl | uengzl mmm%”w_www isesewndo uep yeled ueBWIIBUS] weleg L9
uejeiBey | ueewwsued jobue), Lep yeJseq
asejuasiod efuedeals) UBBWILIBUSY
eAufewndo




9

NINH TAIOVAANT NILYENY

HYAIVA NVLVEVANIE NVAVE TZ0Z-910Z VALSNTL

j

yeioeq | 19BN vep
; NSt uep y NHIS1] uep %Mamo ueredepuog ) cmﬁécg
NHNI 8V (et R g RRRRLEE AR AL SRRATARLS Fororer r—— Jiy eAe( Jaquing Iy eAeQ Jequing uejedepuayd ueA yeieep .
vanadve | 0002E€2E 6L veing o9 | 00'000°0v1°L6 uengzl | 0000000y 266 uengzh | 00'000100p'6¢ ueingzh | 00'02€%61€°18¢ uengzy | 00000790046 ueing g} ueng gt ‘eeyunoy o vedsy in_w”n geeunmed | &%
BSep Uejnq yejwnp ©esep ueejpakuod 95eJUBSIOg ehu ?_; e ueejojebuad
L] ueexbuvepy
eqEjUNYe uEp
; uexeuRSYe|p Q yeioeq :%Hmﬂm ueedsuey
ot S8 oo'o000z6'69 uepg o9 | 000000596 uengzi | 000000950 vemazl | 000000950 vengzL | 00000000t vepgzl | 000000627} vepgz, | uengg) enfowieng | 1EMAUORIRING | ueedepuad obrey | Ouekumeep |
Nidve eser ueejpohuad ueiede?) ueewbuad
BSE[ Uejnq yepunp oseuesiog |sesjeey :mm_o_gcoa
eAupnfnaua ueexBuley
€ | easuoy
(%) uesoyuRI0g JSuay Al
1sensujwpy ueIoEYOd
ki tmdon ueuefejoq {sEs UMY Al avd
00'000°04L°52'71 %004 00'829°126°296°C %001 00'€09°£80°6L°Z %00} 00'908'710'9¥8Z %001 00'cZV'EZL'1897 | %001 | 00282956967 %001 %00} W g i b )
eAuynuedio, wesBoiy qve P
osgjuesIog pdioy | eieseg
expul
IPYM NVSNYN v
dy 139AvVL dy 139vL dy 1394vL dy 139vL dy 139¥VL dy 1393vL
(O NHYL) NVNNONVEWId
avmvr anrdy 300RIad (awoaynp) SVLNONd
oN MK QY VININD ISIGNOY 1202 NNHY.L 0202 NAHVL 6102 NNHVL 8102 NNHYL L10Z NNHYL maﬁw WYN90Nd WVEO0NINVA | Nvavsvs | o R -
N99VNId VAN VrANI NVHYLNNZW3d | NOLVMIONI
ado UOLVIIANI NVSNAN
ISIONON bkl
NNHY.LY3d 13941

(9107 unye ], 81 44 ININUWSIN (JO)
NINH RNIDVYANI NILYdNEVYY HYY3IVA NV.LVdVANId NVave

d1LVIIANI NVVNVAN3d NVA NVYVYSVS YOdWOT3X ‘VrYaNIY YOLVMIANI ‘NV.LVIOIN NVA WYNOO0Ud VNVONIY
¢'919qeL




99

NINH TAIOVAANT NZLYENDVN
HYAIVA NV.LVEVANId NVAYE TZ0Z-9T0Z V,LSNFY

e e e e e St sttt it

wbiepunioy O |y | teeeq | PRECE
. :EEEWm cmw -Suepunieg =Smm_%=on_ ueiedepuag Bue£ yeseep
OHNUSYE | oz aa06e) ueng o9 | 00'895€29'eE uengzl | 00'088'995°0¢ uengzi | 00'088'995°0¢ uengzl | 000889950y uengzl | 00'000'%9€ 8y ueing g} uepng z} ugeoeg ueyeq ueinje.ad vep uefede?) BRL | oeueued | 67
VaN3dva ueeIpoAU UBBOEE UBLEE | ooonosio, SERIEOY | ppopbuad
ipoflisg ueejpohued d eAupnfnaua |
uejnq yeywnp uexpeyBuusyy
Uexeuesye|p
Jojuey| ueunBueg Joyuey| ueunBueg - yesse( _Swnmﬁumu
] uebueseuad ueBuesouay csmmwucom uejedepuad BueA yesoep
OHNVEVE o gepa0g10 ueing o9 | 000546106 uengzl | 00006622094 uengzi | 00'101208°292 uengzl | 00002'€22'8S emngzi | 00002024y uejng g} ueng z4 it isejejsu) DSy Isefelsul uemdes BoRL | et | B
VaNidve uauoduioy| uauodwoy| 83:.35 " 1sesieoy veejojebuad
Ipaduag Ipekueq ehupnfnmig) uexexBuuepy
uejng yejunp:
[eqejunye uep
uexeuesye|p yeseeq
ueepuebbueg | ueepuebBuay uep v a_wmwwm uejedepuay ahwﬂ.wumw
@Muﬁﬂ. 00'869'€06'6E '} ueing 09 | 00'82€°09Y 262 uengzl | 0008512 uengzi | 00'520°8¥8vLL uengzl | 00'520°€88'v81 uengzl | 00'5e2'668'92€ uejng z} ueng zi Uep yelo) Bueseg uexeleQ Bueseg vereden w_wmﬁ weewieusd | L
p d 1sesjeay pos
uejnq yejunp esjlos g eAupninmia) Sﬁﬁscﬁﬂ
[oqeyunye uep
uexeueseyp \eioeq w_m._wmc. e s
3 s st Jojuey sin Jojuey sin, jedepuad A UeA yesoe .
AN o0'68z'500690's veng o9 | 00'g81€95612 uengzl | 00'969°209°661 vemgzi | 00'96820066h | uemazi | 0096z06661 | uemazi | o0'z0090v0sz | vemgz | uemggy i B ol g oy | R g
VaN3dve uen _1m n| : b 9SBJUBSIO, Sesedy cmmo.oocoa
nq yepunp d | efupnfoaoy =m5w£=:os_
[oqejunye uep
yeseeq
ueseds
" : B %ﬁﬁ%ﬂﬁ ooy vereresod :&ﬁhﬂm vetepued | g o) 4
@”ﬂmwﬁ 00'000°592'5v1') uemng 09 | 00'000'595962 vengzl | 00'000°00€'522 uemgzl | 00'000°00€'522 uengzl | 0000000522 uemgzl | 001000°006'€€z ueng g} ueng zj T — Mhuwmm veeden _sﬁ_wmm weewyevod | S
BSE[ uenq yejuwnp aseJussIad eAupnfine) Sﬁwﬁﬂcﬂh
[oqejunye uep
yeleeq
) uexeuesye|ip Iy Lcmhomo. uejedepuay u%%ﬂwﬁu
NHNUSV | be L ag 0L veng o9 | 00l IbELE uepgzL | 0006202 uengzl | 00006202 uengzl | 00'009'%62 02 uengzl | 0000809562 ueing gl veingzl | ouey | eser ueeipokuag uepede) OBRL | peuyaed | ¥
vaN3dve ©Sef" uejng yejwnr ' osejuesiog BeSIBOY | oo oj0buad
eAupnfnmua ), veeBuvel
= [eqejunye uep
fEUESXeIIP ! 0 yeseq eioeq ueredsues
NHNI 8w Sseu|q ue /Seu|q ueesepuay| cm«mnuucon_ :Emawuaccm Buek yesoep
000082 uepn 000°081 ueyn 000°008" ueingzi | 00'000°008'€9 uemngzy | 0000005229 uengzi | 00'000'052'86 uepng zj uepng g} BIEPUBY UBUIZLIE] UBUIZUag Jobre €l
vanadve | 000000826SE e R el Rl UEp UEBIEUBW | - UEP UEeseyouag 3.3:””“% Isesiieay ,,__MM”“%"““
BSE[ UB|Nq yejwnp SB[ UBR|PaAUSd ekupninaue )

uexexbuuspy




L

NINH TAIOVAANT NILYENAY
HYAIVA NV.LVEVANIE NVAYE T20Z-9T0Z VAL LSNFYL

i R L.

- (%)
el uejelesod
uepJRYjloway -“”wﬂ._-ﬁu
£'02€'2E5' 920y %001 95'692'GL6'G96 %001 18'99€'v25°288 %00} 00'620°L25°8Y)'} %00 00'626°122°€LS %001 00'05 1'v€2'958 %004 %00} Jopuey -:-.au_Mu ueq eueleg 4
Bujueg
BuRJES i B
ehuynuoecio) urelboid
08BJU0SIO
ueNeUES [P yesorq | 1OGEIDE LEp
\jeseeQ uesedsues
NHNI '8 . sy VaN3dve Jopueyy ugjedepueg uejedapueg Buek yeieep
00'000°062'580'} uejng 09 00000052522 ueing gy 00'000000'542 ueing g 00000000512 uepng gl 00°000°000°G12 uengzl | 00000'000G12 ueng gi ueing g1 Ldn Jouey Bunpag) emeg d Jobue | pil
vanadve Bunpeg) emaeg esep uee|pakusy $scu_whww 1sesjeay F__MM_.,_%“NM
UBjng yejwnp eAupninmia ) :mvamv_mc__ N
ueeuese|ip Weseeq (8qejunye uep
NHNL BV '006°255" uejng 0! ‘008252, ueyn, '000'G2L'95 ueyn, '000'G22'9S ueyn, '00'000'S£2°95 uejng '000'GLL" ueyn, uepn erq aﬂ_ﬁﬂm aesa _ws_:ﬂnwm csm._ﬁm”nm =S§M_%Mm a%ﬂwﬁw i
vanadvg | 00005265662 Ing 09 00°005°25b'L) ngazi 00°000'52£'951 g Z1 00°000'G2L°95} k4% 00°000'5£L'95} NG Zl | 00°000'622'95) gz N8 21 UEp 1SBUIpIO0Y| uep |SeUPI00Y ueledeny _ﬁw_aom veewypuad | €V
jedesjedey edey-jedey 05EUsIOd B ??_.5 iy ueejojsbuad
ue|ng yejuwnp uexjeybuueyy
uexeuesxe|p yeieeq [eqejunye uep
uesajuexsod uejouesped .._._Somo ueredepuog v =w>h&=3
NHNI 8 Iy A (e Taniiot, st — e /isensiuwpy | suyeyisensiujwpe | ueedepuog ueA yeisep .
vanadvg | 00°00v8y9'LIST uejng 09 00°000°G5¥¥4S ueng g} 00000050705 ueing g} 00000050705 uejng g 00°008'0L}'5Ly ueinggl | 00009226'cLy ueng zj ueing z| Bunynpuag | Bunynpued eBeuey veeden _LMWMM ueewpoued | OF
ebeus | esef ueejpakusy 95B)UBSIOg e »E.u a:rs 1 ueejojebued
BSE[ UBING yejwnp uexpexBueyy
ueseuesyelp [8qejuNYe uep
\eleeq
NHNI 8 nnn ot | e ueln AR TA uein pasena - o T i 000016966 e TR . i Jenjoy _mﬂﬂ—_”mmwm lenjay| _ms._.”mmwm :gasmhﬂm :msnﬂuu__hm uhﬁh__wmmu ,
vanadvg | 0000062y1LLT Ing 09 00°000°¢£6'665 Ing Z1 00°000°0€Y'S¥S gzl 00°000°01£°9€S g Z) 00°000°01€"9€: INggL | 00°000'904'€SS ngzi ng zi UEp ISEUIPIOOY uep ISeupI00Y] ueiedesy _Lm__uam__. ueeweved | MV
jedesjedey jedesjedey ase)uesIog 8 Ewa: o) ueejojebuad
UB[Ng yepunp uexjexBueyy
[eqejunye uep
UBEUESXEP yeseeq Ueiseq uesedsues
NHNI '8 nue| pedey kedniyy uejedepuod uejedepuag BueA yessep
VANIAYE 00°052'86€'009 uejng 09 00052804 714 ueng z) 00'000'529'801 ueing g} 00000'529'80} ueing g 00'000'G21°9L) vengzl | 0000099251 ueing g} ueng g1 wnuip uep uexeyy uep ueuexeyy ueieden Jobie). ueewyoued | 0 Vi
1pakuag huag i 1ses|leay
ue|nq yejwnp osejuasiad eupnfnmie | Eﬁﬁﬂcﬂ




L9

NINH TAIOVAANT NZLYENAYL
HYAIVA NVLVEVANIE NVAVYE T20Z-910Z VA4LSNFL

vl

yeseeq | IPqeIumE vEp
5 Jojuey| Jojuey Bunpeg n___msan ueledepueg . cﬂm%cg
NHNI 8V A A—— i TR et iR unpsg) uejefesad uegefesod | ueledepuad ueA yessep ’
vaNdvg | 002064589 uejng 09 00°20£°2€8°001 ueing zi. 00'051°1€0°96 ueng zj 00'051°1£0°96 ueing zj 00'051'1€0'26 ueingzl | 00°0S)'1€6°4L ueing z} ueing g ueeseyjowad eleyeg /ugny uereden) _ww__w”w ueewyeuad 97
uejnqg yejuwnp ueesey|jBuIay ose)UssIag ehupninme) __mm_ou_szg
' uexjeybuuapy
[8qejune uep
leuoisesadQ feuoisesadp M_Eamn_ .._SL_M”MM 5 cﬂaacg
NHNI 8y S—— e i T T S o v /seulq ueesepuay | /seuiq ueesepuay | - ueledepuoq ueA eseep "
vanadvg | 00'001008°9v€L uejng 09 00'001'9.8°8%2 ueng g1 00000152922 ueng zj 00'000°152'9¢2 uejng g} 00'000°152°952 ueingzl | 00'000°kL1'68¢ ueing z) ueng | weereyjewad eleyiog /ugny ueeden _mmw__ﬂwm__. ueewyouad §C
Uejng yejwnpy UBRJRYBWO 95eJUBsI0d eAupnfioy __mmsa_&ca
uexgexbuuep
[eqejunye uep
m%cw%m Jojuey| acm_uoa %Mamo uee M_Mhnnm . 5»&&:&
NHNI 8V . anne P ey i e o Jojuey| Bunpeg ueunbueg | uejedepued ueA yeioep )
vaNadvg | 006466909y ueing gy 00°000°000°€¥ 4 uejng g4 00°000°000'0€ ueing z) 000 0 00'62€°07L Y8 uengzl | 00°009'2€'904 ueng g} ueng gy ueeseyjowad eexiog /uiny ueedery QMWMM ueewyeuad 124
ue|nq yejunp UeesRy|jBw 952JU8819¢ ehupnine) :S_Au&%n
uexgexbuuep
[eqejune uep
Jojuey ey eseeq e Hmn”m uesedsues
Voo | oovszsy 98 wnz | 00vioesese wneL | o0'ovLeek L0z wnel | 0000001592 wner | 00000661y wne | o0oor's0svee wn sl wnst a,sj%”_n”u Bunpsg umepeing | UEdERed by | OuekwaEp |
ueepeBuag _oe oo 1ses|feay Buod
Jun yeny eswliecrd eAupnfnaug :mcvﬂw_vm:_”_y
[8qejune uep
euseq
Jojuey| Bunpeg yesee( uesedsues)
RNV | B B —— SUET, B vedexbuopag | ‘OWENDUNOD |\ poppyy | UERIERUS | gy |
vanadvg | 000§6°851Z1e N v 00°000'69€€8 wnsi 00°000062'GL wnek 00'056'666°% nwn . 00°000000'56 wng 000000008 wn wn ueepebuad uedexBuopog ueiede Jobrey ueeweued (44
ueepeBuog 1eded ses|eoy i
un yejunp 95EJUsIag ekupnime) Sm_ﬂua%n_
uesgexbuuepy
[eqejunye uep
esoeq s
i Jojuey BunpeB yeiseq uejedepuad HRIBURY
NHNI 8 P B B iasamaiis Jojuey| Bunpab |  uejedepuay BueA yeieep ;
vanadvg | EV0EL VL1892 wne 95'2€°190'96 wn i 18'9L'82€°L8 wn i 00626 78L¥8 wn i 0 0 0 0 0 %ﬁw:.ﬂﬁnw ueunBuequied ueeden @M_Woﬁ ueewyaued ¥4
u uasiog Sesifeoy ueejojebuad
ose) eAupnfnaue uexeyBuLp




89

NINH IAIOVAANT NILYENDYA
HYAIVA NVLVEVANIE NVYAVYE 1Z0Z-910Z VALSNFL

e —————————— eV VAV OVRNIG NV LeUcr I LUC ValolNda

ueseuesye|ip
ueBuepun ueBuepun yeiseq | [PdBIINE UEp
X eseeq uesedsues
HNI“8vY -Buepuniag fuepuniad uejedepuad uejedepuay BueA wioep
00°002'941'026'} ueing 09 00002'09'60% ueing g4 00'000°V€1"06€ ueing g 00'0007€} 06€ uejng zy 00000'¥€ 1 '06¢ ueingzl | 00000'v€L'06€ ueing zj uengzy ueinjelad uenelseq de Jobre). d 47
VaN3dve 1sejuewualdu) 1sejuewie)duw| o8 :HW y ao |ses|jeay HMM ”_%“w d
siue . uebujquig sije). uebuiquig s d eAupnfnaua) - I a_ i
ue|ng yejunp PRes0uueN
(%) nyepiog
Buek uesmesog anjeiedy
depeyse) eheq Joquing
00'002'9L1'0L6'} %004 00'000°079'60% %00k 00'000'7€1°06¢ %00k 00'000'7€4°08€ %00} 00'000'7€1'06¢ %001 00°000'7€1'06¢ %00} %004 SNd ueweyeLIOg seysedey| 1
uep uendwewoy] uejeyBujueg
ehueyBujuspy weaBoig
CEEHTEEYE
|eqejunse uep
:mLawNMw nueye) M_ESQ uee Hh”wm : cmaazma
NHNI 8V R i CRRRTRAES ’ " ’ i veH—ueH | ueedepuad ueA yeseep ’
vanadvg | 0000000996 1918 904 000 0 0000000996 191S 901 000 0 000 0 000 0 0 snsnyy __wﬁﬁm snsnyy uegesed ueeden) Jobre) ueewiauad it
ueepeued ueepebued oseuasIod Isesieay ueejojebuad
yejunp eAupnfnaue veseBuLeN
[oqejunye uep
m»c:m&v_w”__ctam eAuuedexBuapay yeleeq W_Somo. dsues
NHNI 8V O RRRRAS . fAbennn, y VR et o869 Blesaq depuad ity Buex yeeep i
vanadvg | 0000021E'162 1918 0€E 00'000°092'90} 189S 901 000 0 0000000996 1915 901 000 0 00°00075v'88 IS 811 IS 8Ll Seu|q ueexed seulq veeyeq ueieden Jobie). ueewsued 1t
m b 4
ueepeouad ueepebuag aseuesIog Isesifeay ueejojebuad
yejunp eAupninmua veeyBuv
(%) SNd undisia
uejeyBujued uep amesedy uydisig
00'000°Z16'28¢ %004 00000'092'90} %001 00000009°98 %001 00000°009'96 %004 000 %001 00'000°Z57'88 %00} %00} ueweBelosoy uejeyBujud ¢
efueydjose) weiboly
LETHTEEYEN




69

NINH TATOVAANT NZLYENDWA
HPAIVA NV.LVEVANIE NVAYE T20Z-9T0Z VALLSNTY

e —————___________________ -~ = V- VOVLNIC NVLUPVE LcUc"IL0C VdloNdd

veyeUESYElp — yeiceq | PAMDRE
— Qvd ueewusuad Qvd ueewsuad uepe amu o, :Emnmu:ca Buek ) omh
o 00'008'1€6°612"} ueng o9 | 00'005'665 9 uengzl | 00'005SvS0ve uengzl | 00'006'5L6'1€2 uengzlh | 00008025522 ueingzl | 00009'062'5¢ ueing z| ueing gl uejiepuebusg ue|iepuabueg d yobie | W e
VaN3dve ueede) ueewyouad
uep uenejueway UBp ueneyuewsd oseBsIng 15es)jeoy veefojbuad
ue|nq yejnp eAupnfnmia ), veEBuveyy
i Ioqeune uep
puad depuag Yeseq
—— Jaquins-iequing Joquns-soqung | - M_MM”MM uejedepuad u_“_m.ﬁ_wﬁw
vanadye | 00'EE91ST'999 ueing 09 | 00'601°0L0°25) uengzl | 0065162621 uengzl | 00'69L'16v'bel uengzl | 00'008€H8 LLL ueingzL | 00'902'%S0°chl ueng g} ueing z| uouag uouay updey Jobue iosliioad | 29
d dejed 1ses|eoy .
95BUBSIg s ueejojebuad
uep |senjens uep |senjens eAupnfnaug )
uBing yejwnp uexexBuusiy
[eqeunye uep
. ueseuesye|p __smn:mmnhmm yeseeq i BL_MHM uelRdsuRsy
AHNLEYE 1 00096 260°299 veng oy | 00'09.8r5791 vengzi | 000091221 vepazl | 000094sLyl | venaz | ooooovesze | uemggy | O0OOVSWSCL | upngs | uenggy vyt | joquns-sequng | UCEPUed ey | Ouekueeep |
VaN3dve P ISeYYISUBU} uefeded) ueew|suad
Ue|nq yejwnp ISBHISUSIDE | oo iag10g (seseay ueejojebuad
UBp |sexyisusiu| eAupnfnaug ) vexpexBuuyy
uejeybujue,
05°LKZ'560'1L8'9) %s | 05690901916 ws | ovesrsese %s |- - . - . - . = o s
ueejojeBuag 9
ueBuequieBuag
. - . - . - 00'817°026'9.6' dIm 00'006'2£2°9L¥'2 diM 00'09€'726'V€6'¢ dLm dim Mdgudo | ueq uewyBujuog
we.Bolg
o 3 [ caisetouy i Lol I
. eliouy Isesiieay | - Ises|ieay Jespu| uejedepuag
i in ueuin
MHNE W [ eeey weunyoq g | 000 wewmyoq s | 000 vowmyoq | | 00006912 U0 oooozvess | 0 | oooorossize 20 | wumpqg Sy Uep wpeiouy | UdepIEd woel | G |y
VaN3dve eliouy| uelode] uerede)) velode =_§eo 1sesifeoy e oﬁ od
uswnyoq yejwnp ueunsnAuay ooy d eAupnfnaue :msw_xmc_h_cz
(%) ueBueney ueq
ueBueney) uep efiouyy) uejedes
elioupy ueedes uesodejod
00'005°€€€'SY %00} 00'0 %001 00'0 %004 000068422 %00} 00'0027£5°S1 %004 00°007'085'22 %004 %004 uownyoq weys|g s
ueunsniuag ueBuequieBuey
eAujedease ) ueq ueeyBujued
08ejU0sIag weiBouiy




04

NIMH TAIOVAANT NILYENDWN

HYAIYA NV.LVEVANIE NVAVE TZ0Z-9T0Z VALSNIY

I S
i

UeseueSYe()p qeioeq | 1PGEMne ep
E:Jm _wha_aoz :m‘_om_a zm_n.som M_Mhaao uejedepuag " :ﬂaﬁcg
. aisian piefed Bueinig Piefed bueinyg | veledepued ueA yesoep ’
AANUEY o ogg pez 1.2 uelnggg | 00'006°€1L 602 ueingzl | 00'000'6v906} uengzy | - 0 - 0 00'08v°166°04€ ueing g} ueing gy fuog Sy uepdes Jabe veewppued | 69
Vanidve s A o 1ses|leay veelojbued
uejnqg yegunp ekupninaue] uexexBuuepy
uexeuesye|ip
fefed Fefed unse Ue
uexngreled ueygyeleq —— yeieq | PIEEED
IiseH 1beg USeH 1088 | oo deoueg :sgw_w__& Bue yasoep
NHNI8YX 098'622°655" 0098y 1" 009089 n '009°€96° uejn '00€ ¥S6'862 ueng ezl | 00'002'286'162 uepng g} ueng z| BUB( UBBWLBUS] |  BUBQ UBBWLOUS] Yobue | 89
VaNadyg | 00'09€62.€85L ueing09 | 00'099'8y19ve ueng gl | 00'009°089'LE uengzl | 0000996108 IngzL | 00'00€'S6'86 ey B R ,_”__Mwo S h«wﬁmnm
uep Isejnsuoy Uep (Se)nsuoy| o) d eAupnfnaus | vespexBuuely
'ISeUIpI00Y| ‘ISeUIpI00)] ?
uejnqg yequnp
UeNBUESYEP MM " a yeweq | PEEERE
depud
3 i U ST - - I_B__”Wﬁuuwm IdM ueseyepuad uejedepuag uere vemm BueA yeisep 79
uu_“_.mwwm 00'551 5 0L9' ueingog9 | 00'090°9v0°6v€ ueingzl | 00'009°LELIE uengzl | 00'058'88'962 uengzl | 00007922192 uengel | 00'v21LS Sy ueng zj gzl p q_ﬁ_“: V_M_\ Uep uzerEpUey uegden _am_gm %msmsu
uejng yejwnp 1seinyy esEjliesiod eAupnfnmig | :MVMM_VMEHU‘
foqejunye uep
yeseeQ
eedsue.
U gadam | uemoupung s oty |
OHNUEYI T o001 0¢ 0 ®Ye | 0000076082 B | 0000000972 ey | - 0 - 0 00'00'609'5} ey L 1© gaddmuepn | 9944 o Rl | med | 99
vaN3dve uexUeUad yejunp P———-— Isesifeoy ueejojebuad
eAupnfnaug . vespexBuuon
uesieuesye(p NinH Wibespuy yesoeg | IPAEWMYuEp
eseq Isnquiey usjednqey| ﬁ_cma vepedepuag " __ﬂn&cg
9 RIS — . . e uep yetseq yeseeq uejeaepuad ueA eeep 4
@uﬂ_uwww 00'726'95°105°¢ ueing 09 | 00°09195%08L ueng gl | 00'009'505°60L uengzl | 00°008'16S'265 ueingzl | 00'009'828'565 uengzl | 00'v98'v20'818 ueng g ueng zj yeleq ueybung SNG994 B uereden QM_WH veewpued | §9
ueejojebuag eled uenBung 9SeussIad " .E_.s_: o) ueejojebuad
UB[nq yejunp ueejojebuey uexexBuuepy
Yeseeq 1snquey i
uep yeieeq ey | weoeq | PAEE
Buesp 6 6 eled qe tbeq _M_E» uep efeq uejedepuag csm%uu__ od Buek ye.eep
NHNI“8Y) 07hCon 0EC L LBl Bue. 002 489" Bues '00029'651 0008 7S bE L UeiO 08} UeI0 081 yeseeq isnquey | qifen 1Beq yeseeq 1obie | 9
vaNadyg | 0502r'S9Ee8L Bueio oyl | 05°06€vvLaLL Bues0 067 | 0001815 bOL Uei0 067 | 00'00Z¥89'951 0067 | 00'0007.86: 06 || e L”MM al Hmﬂ__ﬁ” u
Yefed 1ses|ie1sog Yefed isesiieisog ehupnfnmse uespexBuuoyy

BU9Sad yejuny




14

NINH TAIOHVAANT NZLYENAYL
HYAIVA NV LYEVYANIE NVAVE TZ02-9T0Z VILLSNTL

e ———— e~~~ - /% Reve TRVO VIS S

£6'L61°85L'V56'LE 90'€9'€0€°09¢'8 18'86Y°619°08L°L 00'251'690°09%"L 00252°588'2v1'9 00'262'688'092°8 Yejung
UBYRUESYE[D
yeleeq yesseq |eqejunye uep
depuag depuad yeseeq ve ﬁﬁm”wm uesedsuen
AHNE g 1yt i (Tv— TR AT ueBuepun ueBuepun uejedepuay BueA yeseep .
vanadvg | 008LLEVLEY uejng 9¢ 00'2¥2°89€¥S1 ueing zi 00'0LLYEL OV ueing g 00°0LL'vELTY) ueng g 0 0 0 0 0 -Buepuniog -fuepunsad ueieded &MWM__. ueewpouad | 99
ueinelad uesnjesed asejuasiad ® EP___:.E oL Sm_o_a&__%
Kuad hued uexgexbuuap
uenq yejwnp
ueeuesel|p
yeseeq snquaey yesseq 1snquey
uep sefed uep xefed
ueleAequieg ueseAequieg
ueyiqajey uey|qejey Weieeq [eqejunye uep
uelequiabuag uejequebued .“_280 uepedepuog . cw»a&cg
NHNI"8Y) T — T iR s Tantip ot UBP [SEASIUILPY uep |seqsiujwpy | ueyedepuad ueA yesoep ’
vanadve | 00°04825616v uejng 9¢ 0004220621 ueing g} 00004 L¥2°291 ueing gy 00°00£°281°05) ueng g1 0 0 0 0 0  jues opues uefeden) Q.M_WM.. %msﬁzom ¥1'9
ybusg ybuog d | ueeojebual
[Ejequied lejequiad eAupnino L uexexBuuayy
‘ue|maquiad ‘uejmequiod
.cmﬁ‘_was_ ._ﬁm_waov_
cm.__z ,._m_ss.m R
uexeuese|p
yeseeq yeloeq yeioeq yeleeq _Bwu“ﬁ“wn
AHNI GV . 1isy uejedepuay ISy uejedepuag ueredepuag uejedepuag Buek yusep
VaNadve 00'818°260v€1'} ue|ng 09 00'€90°295'062 ueing g1 00'0€€"2¥} ¥92 uejng 7} 00'0¥0'94L'21Z uejng g} 00001608202 uengzl | 00'682'698°€S} ueng zj ueng g Jaquins-aquing Jaquins-1equing ueleden Jobre | ueewioued | €49
ueejojebuay uep uee|ojaBue uep aseuosIog 1ses|eay ussiobued
uebuequebuay uebuequiaBuay eAupnfnmio | o I m "
ue|nq yejunp REAOUURN
uexeuesselip [aqejune uep
yelee(
yeseeq 1snquyey yeseeq 1snquioy Hamc veiedepueg " Jm&,_s.
NHNI 8V D T—— T o R e T A uep yeseeq uep yeeeq | uejedepuod uex yeieep ’
vanadvg | 00°02¢2e8erot ueing 09 00°00Z"£0€"802 ueng i 00'002°02£'681 ueing g} 00'002°029°102 ueng g1 00°007°2£6°€8L veing el | 00"002'285'092 uepng z} ueng z| eled ¥0la0 Yeled ¥olq0 ueledeny _QMW”“ ueewpuad | ¢49
ueesyuaway ueesyUewad 9SEUasIod eAupninuo) ueejojabuad
ue|nq yejuwnp uexeyBuuayy
uexeuesyelip yeleeq [8qejunye uep
yeJsee( 1snquiey yelse( 1snquyey uSSo uepedepuag " J&&__g
NHNI 8V iR R e AnA TG I fAnn s uep yeseeq uep yeseeq ueyedepuad UeA yeseep .
vanagvg | 00'065°602°V0ET ueing 09 0006592 €9 uejng | 00°006'962' 121 ueing zj 00'000°268'90% ueng z) 00'001°10Z'8¥€ veingzy | 00°000°Z8€'¥99 ueing zj ueing z1 Yeleq uebumyyag | yeled uebumieg ueledesy _ﬂw__umhwm ueewpoved | 9
UBp UBB|USY uep uefefjuag a5e)U8sIod eAupnioe, L uee|ojebuad
uenq yejwunp uesgeyBuuspy
ueseuesye|p
yesceq isnqey | Ueloeq snquey — yeweq | PIEER
NHNI "8 uep yesseq UEPUBXBQ | peonipg | UERIEPUO | g inioen
VaN3dve 0000509211 ueing g} € 0 = 0 - 0 = 0 00005°€09°ZL} ueing g} ueing g Yefed ueewyouad | eled ueewysusq ueieden Jobue | veewwouad | 049
fejod epd | oseunsing SESIBOY | o orebuad
nnyy uepeybujuay nnp uegexBujueg eAupnfnaua ) vesye BN

uejng yejwnp




BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahap pertama (2006-2010), maka RPJMD
Kabupaten Indragiri Hulu tahap kedua (2011-2015), maka perlu penajaman
analisis kerangka pendanaan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah
yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka
menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Proyeksi terhadap
kebutuhan pendanaan dan pembiayaan yang dibutuhkan, ditetapkan dengan
mempertimbangkan isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan
daerah terkait dengan kerangka pendanaan, potensi dan tantangan
perkembangan kedepan yang ditinjau dari perspektif regional dan nasional.
Berdasarkan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode
2011-2015, maka ditetapkan perkiraan pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Indragiri Hulu untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut :

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
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BAB VIiI
PENUTUP

Perubahan rencana strategis instansi pemerintah merupakan
kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama
perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan
dirumuskannya rencana strategis, instansi pemerintah telah mengatur
arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa
mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stake
holdersnya. Perumusan perubahan rencana strategis akan dapat berhasil
dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak
melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni topdown dan bottom-up
approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci
keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi
lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan arah yang akan dituju
olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya
suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik
menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti
adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/ tantangan yang
ada.

Perubahan Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus
mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang
ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan
dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam
kesinambungan operasional organisasi.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu ini selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode
perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Badan
Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Rencana Kerja
tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja
anggaran OPD.

Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan proses berkelanjutan yang

RENSTRA 2016-2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU




perlu dievaluasi, dikaji secara konfrehensif dan terpadu serta cermat
berkesinambungan, maka perlu dilakukan langkah-langkah
pengembangan perencanaan program pembangunan strategis sesuai
dengan perkembangan dan perubahan pembangunan Kabupaten Indragiri
Hulu. Mengajukan rencana program jangka menengah tahun 2011-2015
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini
adalah bahwa proses evaluasi ini harus dilaksanakan secara
berkelanjutan dan mempertimbangkan kemungkinan adanya perbaikan
terhadap konsep, baik berupa penyempurnaan maupun pengembangan
Perubahan Renstra akibat perubahan lingkungan strategis yang sangat
berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah
rencana kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan
keluaran yang hendak dicapai (output) dan apakah kegiatan tersebut
masih besar kontribusinya terhadap peningkatan kinerja yang
diinginkan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik bagi tim
kerja agar dapat melakukan penjadwalan ulang yang diinginkan.
Evaluasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan, yaitu pada akhir triwulan
pertama, kedua dan ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kemampuan dalam
mengembangkan  organisasi pembelajaran  (building  learning
organization) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
dalam rangka membangun kapasitas aparatur dalam organisasi sehingga
dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan
pelaksanaan Perubahan Renstra tergantung pada sikap mental, tekad,
semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur, serta peran aktif
masyarakat. Dalam kaitan itu aparat di sektor penerimaan pendapatan
daerah khususnya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu dan lembaga lainnya perlu bersungguh-sungguh dalam
melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang

tertuang dalam Perubahan Renstra ini.
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